BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.786, 2014 BAPPENAS. Rencana Strategis. Tahun 2010-
2014. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2010 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan organisasi
Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan



2014, 786

Mengingat

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, perlu mengubah Peraturan
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Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1
TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TAHUN 2010 - 2014

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas periode
2010-2014 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kementerian PPN/Bappenas untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun
antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra
Kementerian PPN/Bappenas periode 2005-2009, analisa atas pendapat
para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat pusat dan daerah,
analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global
maupun nasional, dan Rencana Reformasi Birokrasi Kementerian
PPN /Bappenas. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman
pada RPJMN 2010-2014, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan
kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda
dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2014, sebagaimana
diamanatkan pada RPJMN 2010-2014.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf
Kementerian PPN/Bappenas harus melaksanakannya secara akuntabel
dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better
performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan
mewujudkan pencapaian Visi Renstra Kementerian PPN /Bappenas periode
2010-2014 yaitu “Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal,
kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa
dan bernegara”, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila
diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan
lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra
termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan
mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kementerian
PPN /Bappenas periode 2010-2014 yaitu meningkatkan kinerja lembaga
dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2010-2014.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun
global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin
kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas
distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang
berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga
mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan
situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty)
dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola
pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum
sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga
berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang
memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas
antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta
masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang
harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan
peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan
pembangunan nasional, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut.
Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan
merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional
dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku
pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut
memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme
yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional
sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil
dan Makmur”. Peran dan tugas Kementerian PPN/Bappenas di atas adalah
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat S (lima)
tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk
mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya
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integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan
antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c¢) menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin
tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian
PPN /Bappenas harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara
optimal dan akuntabel.

Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007
menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah
merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan
nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi,
yaitu: 1) penyusunan rencana pembangunan nasional; 2) koordinasi dan
perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3)
pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
4) penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama
dengan Kementerian Keuangan; 5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan
pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta
pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 6)
koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian
PPN /Bappenas; 7) fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di
bidang perencanaan pembangunan nasional; 8) penyampaian laporan hasil
evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada
Presiden; serta 9) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi
umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan
dan rumah tangga.

Mengacu pada landasan di atas, pelaksanaan tugas Kementerian
PPN /Bappenas mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu
peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy maker), (2) koordinator,
(3) think-tank, dan (4) administrator. Keempat peran tersebut dijabarkan ke
dalam pelaksanaan Dberbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil
kebijakan/keputusan, Kementerian PPN/Bappenas menentukan kebijakan dan
program dalam rencana pembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN),
menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Untuk rencana kerja pemerintah
(RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan
perkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMN 2010-2014. Selain tugas
perencanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan dalam turut
menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak
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dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan
iklim (climate change).

Sebagai think  tank, Kementerian PPN/Bappenas melakukan
kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk
penyusunan rencana pembangunan nasional maupun untuk perumusan
kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Sebagai koordinator, Kementerian
PPN/Bappenas antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan
para pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam rangka pelaksanaan
tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari
Presiden/Pemerintah seperti penanganan pasca bencana yang memerlukan
koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi
perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; koordinasi,
fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan
luar negeri, dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama
Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait; serta koordinasi kegiatan strategis sesuai
penugasan.

Kemudian, kegiatan sebagai administrator, antara lain pengelolaan
dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN);
penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan
rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi;
serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Tabel 1
PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(zz;‘lg;z:'c'éf;ﬁ“;“aﬁ) Think Tank Koordinator Administrator

PENJABARAN : PENJABARAN : PENJABARAN : PENJABARAN :

1. Perencanaan: 1. Pengkajian kebijakan | 1. Koordinasi dan 1. Pengelolaan
penyusunan rencana di bidang perumusan kebijakan dokumen
pembangur)an nasional perencanaan di bidang perencanaan
jangka panjang, pembangunan, dan perencanaan termasuk pinjaman
gﬁzﬁggah' pendek/ kebijakan lainnya. pembangunan. dan hibah luar

2 Pengaﬁggaran: 2. Fasilitasi pembinaan | 2. Koordinasi, fasilitasi negeri (PHLN).
penyusunan alokas instansi/unit dan pelaksanaan 2. Penyusunan dan
pen-danaan (indikatif) perencanaan di pusat pencarian sumber- pengelolaan laporan
sebagai bahan dan di daerah. sumber pembiayaan hasil pemantauan
penyusunan RAPBN 3. Kerjasama dengan dalam dan luar terhadap
bersama dengan perguruan tinggi dan negeri, serta peng- pelaksanaan
Depkeu. organisasi profesi. alokasian dana rencana

pembangunan pembangunan.
bersama K/L terkait. | 3. Penyusunan dan
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3. Pengendalian dan . Koordinasi kegiatan pengelolaan laporan
evaluasi terhadap strategis penanganan hasil evaluasi.
pelaksanaan rencana permasalahan . Pembinaan dan
pembangunan. mendesak dan pelayanan

4. Pengambilan berskala besar, administrasi umum.
keputusan sesuai penugasan.
dalam penanganan
permasalahan
mendesak dan
berskala besar, sesuai
penugasan.

Selama periode 2004-2009, pelaksanaan keempat peran tersebut telah
diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan
persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum
sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan (RPJPN, RPJMN, RKP,
RPJMD, RKPD) dengan pelaksanaannya baik di pusat maupun daerah. Terkait
dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan
bencana

alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan
global, dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan bakar minyak, yang
mempengaruhi beban subsidi pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas dituntut
untuk antisipatif dan proaktif serta mampu mengembangkan sistem
pendeteksian dini (early warning system) sehingga pencapaian tujuan
pembangunan nasional tetap terjamin.

Dalam pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai think tank,
optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara
solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan,
dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan
pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Salah satu
masalah strategis yang harus juga diselesaikan Kementerian PPN/Bappenas
terutama sebagai think tank adalah membangun dan mengintegrasikan sistem
manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan berbagai instansi,
perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan atau peraturan
yang belum terintegrasi dengan baik, sebagaimana tampak dalam Diagram 1.
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Diagram 1
SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN

Di samping itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai
keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan
semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan
penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya
sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan
pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme reward and punishment.
Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran
dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan
pembangunan nasional sebagaimana terlihat dalam Diagram 2.
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Diagram 2:
Keterkaitan Kondisi saat ini dan Dampaknya

K etidaksesuaian (inconsistency) antara rencana pembangunan
dan implementasinya dapat menyebabkan terhambatnya
encapaian tujuan pembangunan nasional

Persoalan pembangunan cross cutting issue Dokumen rencana pembangunan nasional
belum tertangani secarajelas belum diacu secara konsisten

Permasalahan dalam implementasi peran

Pengambil keputusan/kebijakan: Koordinator: Think tank: Administrator:
Koordinasi  lembaga | Peran lembaga Hasil pemantauan
| | belum optimal; kurang | dalam  think dan evaluas
SR Iemba_ga (e mampu  meminimal-| tank masih kurang memberi-
masalah nasional yang mendesak | o " efidaksesuaian | belum optimal | kan  kontribusi
daq bfarsfat darurat  belur] (inconsistency) rencana sebaga acuan/
optimal; dengan implementasi dasar rencana
b. Keterlibatan lembaga dalam pembangunan pembangunan
masalah penganggaran masih berikutnya
parsia;
c. Kesulitan meniamin
Fasilitas ke- Keelasan Spesifikasi Kemampuan | | Komunikasi Perencanaan Sarana
pemimpinan legal basis peranan pelayanan partisipatif sumberdaya
informasi

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas
Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan
nasional perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses
pembangunan nasional secara baik, antara lain dengan mengawal dan
memperkuat sistem manajemen pembangunan yang solid. Kementerian
PPN /Bappenas harus semakin mampu menjadi fasilitator dalam mengarahkan
proses pembangunan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan
dinamika heterogenitas sumber daya, persepsi, dan kepentingan sektoral dan
kedaerahan. Keberhasilan dalam memfasilitasi dan mempertemukan komitmen
para pemangku kepentingan akan semakin meningkatkan kinerja institusi dan
sekaligus memantapkan keberadaannya. Untuk menjadi fasilitator yang efektif,
Kementerian PPN/Bappenas perlu terus melakukan perbaikan, dan
mengembangkan tradisi yang kondusif bagi berkembangnya individu dan
kelompok pembelajar menuju organisasi pembelajar (organizational learning). Di
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samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang
sangat cepat, dan keterkaitan (interrelasi) antarbudaya dan negara, menuntut
Kementerian = PPN/Bappenas untuk dapat melakukan evaluasi dan
mengadaptasinya dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai
dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi
katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan
lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang
dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas. Berikut ini beberapa kondisi
eksternal yang berpengaruh terhadap Kementerian PPN /Bappenas.

a. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan nasional, sebagai bagian dari Sistem
Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang
berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri
terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut
masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat
pencapaian  tujuan pembangunan nasional (Tabel 2). Sistem manajemen
pembangunan dibangun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1) Sistem perencanaan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang tetal beberapa kali diubah terakhir
dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP
Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional yang merupakan turunan UU Nomor 25 Tahun 2004,
PP Nomor 8/2008 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah yang merupakan turunan UU Nomor 32 Tahun 2004,
dan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L 2010-2014.

2) Sistem penganggaran mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan
pelaksanaannya, antara lain: PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
yang merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 59
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Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turunan dari UU Nomor
33 Tahun 2004.

3) Sistem pelaksanaan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan pelaksanaannya, di
antaranya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

4) Sistem pelaporan mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai
peraturan yang bersifat pelaksanaan antara lain PP Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, serta Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Sumber Daya Manusia Perencana

Di samping masalah peraturan perundang-undangan tersebut, juga
terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya sumberdaya manusia perencana
pembangunan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki
kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran,
pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas,
sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan
pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk
menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, instansi-instansi
tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas
secara memadai. Tabel 2 memberi gambaran potensi, permasalahan dan dampak
dari peraturan perundang-undangan dan sumber daya manusia aparatur di
bidang perencanaan pembangunan.
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Tabel 2

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAK LANJUT TERHADAP
PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL NASIONAL: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SDM PERENCANA

POTENSI

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

. Beberapa peraturan per-

undang-undangan
mengamanatkan
pemerintah untuk
mewujud-kan tujuan
pembangunan nasional
melalui perencana-an
pembangunan di tingkat
pusat dan daerah

. Kuantitas SDM aparatur
tingkat pusat/daerah

. Terbatasnya sumberdaya yang

kompeten dalam meningkatkan
kualitas rencana
pembangunan.

. Perubahan lingkungan

strategis.

. Belum memadainya

kompetensi perencana di
tingkat pusat dan daerah.

. Belum optimalnya kerjasama

dengan perguruan tinggi dan

. Meningkatkan kerjasama antarlembaga

perencana-an baik pusat maupun daerah serta
penguatan peran dan kewenangan lembaga
perencanaan, me-mantapkan ketatalaksanaan
dan meningkatkan kualitas aparatur
perencanaan.

. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan

melalui perumusan strategi dan arah
kebijakan, prioritas dan fokus prioritas,
kegiatan, serta rencana tindak yang terukur
dan jelas.

cukup memadai. organisasi profesi dalam 3. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja

memberikan kontribusi pada terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

kualitas SDM aparatur negara | 4. Pembangunan sistem dan peningkatan
kualitas data/informasi perencanaan
pembangunan.

5. Peningkatan kompetensi SDM aparatur
perencana di tingkat pusat dan daerah melalui
diklat, bimbingan teknis, focus group
discussion, seminar kerjasama dengan
perguruan tinggi dan organisasi profesi di
pusat dan di daerah.

c. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di era reformasi disadari masih
menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga terkesan menciptakan kondisi
yang kurang dapat dikendalikan. Masih ada kecenderungan sebagian pemerintah
daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar
dalam mengurus rumah tangganya tanpa memerhatikan hubungan koordinasi
dengan pemerintah provinsi dan pusat. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa
implementasi otonomi daerah memunculkan fenomena yang sebelumnya tidak
terpikirkan. Misalnya beberapa kasus konflik antardaerah dalam melakukan
eksplorasi dan pengelolaan sumberdaya alam, merenggangnya hubungan

antarkelompok karena  masalah-masalah  geografis wilayah  sehingga
menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti ketidakamanan dan
ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya disikapi
sebagai peluang untuk melakukan sinergi dan meningkatkan keberdayaan
masyarakat dalam arti luas, tetapi cenderung lebih dimaknai sebagai upaya
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menyejahterakan masyarakat daerahnya sendiri. Dalam konteks ini,
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didasari dengan pemahaman yang tidak
tepat, sehingga menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan
program-program pembangunan antardaerah.

Ada beberapa dampak dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
daerah. Pertama, kebijakan desentralisasi dan otonomi mendorong terjadinya
pemekaran daerah yang cenderung menimbulkan masalah baru bagi daerah
yang bersangkutan, seperti konflik antardaerah dalam pemanfaatan dan
pengelolaan sumberdaya alam, dan keberlanjutan pembangunan di daerah-
daerah pemekaran. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu ketidaksiapan
pemerintah daerah yang baru untuk melakukan akselerasi pembangunan
dikarenakan keterbatasan sumber daya alam, sarana dan prasarana, serta
sumber daya aparatur. Akibatnya, terjadi kesenjangan kesejahteraan antara
daerah induk dengan daerah hasil pemekaran. Cepat atau lambat, kondisi ini
turut mendorong peningkatan jumlah masyarakat miskin di daerah tersebut.

Kedua, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah cenderung
menimbulkan potensi konflik komunal, yang terjadi pada suatu komunitas
dengan karakteristik sosio budaya yang berbeda. Fakta bahwa Indonesia adalah
negara kepulauan dan memiliki laut yang luas dengan beragam suku dan
budaya, tidaklah dapat disangkal. Keragaman geografis, suku, budaya, dan
agama atau keyakinan memunculkan karakteristik personal atau komunitas
yang berbeda. Selama masa Orde Baru, komunikasi yang terbangun adalah
komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah tampak jelas dalam program-
program pembangunan. Secara faktual kondisi ini kurang menguntungkan bagi
upaya pengembangan saling pengertian antar suku dan kelompok masyarakat
tentang keragaman suku dan heteroginitas di Indonesia. Fenomena konflik
komunal seperti yang terjadi di beberapa daerah dalam sepuluh tahun terakhir
dapat menjadi bukti konsekuensi kekurangberhasilan akulturasi ini. Di samping
itu terdapat faktor-faktor lain seperti kekurangpedulian elit politik, perilaku
korup dan mementingkan kelompok atau golongan sendiri, yang telah
memberikan pengaruh sangat kuat bagi terbentuknya ketidakpercayaan
antarelemen masyarakat. Ketidakpercayaan tersebut merupakan kondisi yang
sangat mengkhawatirkan dan dapat menjadi penghambat bagi kelancaran proses
pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.

Ketiga, dampak lainnya adalah jumlah penduduk yang bertambah,
semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumberdaya alam serta fenomena
bencana alam yang terjadi berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir ini.
Meningkatnya jumlah penduduk akibat pemerintah daerah kurang tanggap
terhadap masalah keluarga berencana, menuntut penyediaan berbagai
kebutuhan pokok, termasuk pangan. Apabila kegiatan ekonomi terus terpusat di
Jawa, maka ketersediaan lahan subur akan semakin berkurang. Lahan
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pertanian yang subur di Jawa secara cepat akan beralih fungsi menjadi lahan
non-pertanian. Konversi lahan akan menurunkan kondisi jaringan irigasi dan
prasarana irigasi di lahan produksi yang pada akhirnya berdampak pada
menurunnya produktivitas hasil pertanian.

Wawasan lingkungan belum dihayati secara penuh. Aktivitas peralihan
fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, persawahan,
pertambakan, perindustrian, pertambangan; dan masalah kebakaran hutan,
serta makin meningkatnya pembalakan liar (illegal logging) mengakibatkan
deforestasi atau berkurangnya kawasan hutan, perubahan iklim serta
terganggunya kondisi tata air. Gejala kerusakan tata air terlihat dari
berkurangnya ketersediaan air tanah terutama di daerah perkotaan, turunnya
debit air waduk dan sungai pada musim kemarau yang mengancam pasokan air
untuk pertanian dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA),
membesarnya aliran air permukaan yang mengakibatkan meningkatnya
ancaman bencana banjir dan longsor pada musim penghujan. Sementara itu,
laju kebutuhan air terus bertambah, diperkirakan rata-rata meningkat sebesar
10% per tahun. Tabel 3 di bawah ini menjelaskan potensi, pemasalahan
desentralisasi dan otonomi daerah serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya
terkait dengan peran Kementerian PPN /Bappenas.

Tabel 3
IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAKLANJUT TERHADAP
PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL NASIONAL: DESENTRALISASI DAN OTONOMI DARAH

POTENSI

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

. Semangat otonomi dan
desentralisasi yang kuat.

. Potensi sumber daya daerah
menjadi faktor pendukung
pencapaian tujuan pembangunan.

. Kultur dan sosial yang kuat menjadi
faktor kunci keberhasilan dalam
pembangunan.

. Jumlah penduduk dan geografis
yang cukup memadai.

. Meningkatnya konflik antardaerah

dalam pemanfaatan/pengelolaan
sumberdaya alam

. Merenggangnya hubungan

antarkelompok karena masalah
geografis wilayah.

. Semakin merosotnya mutu
lingkungan dan sumber daya alam.

. Angka kemiskinan yang masih

besar.

. Peningkatan fasilitasi dalam

proses perencanaan pem-
bangunan.

. Perlu ditingkatkan koordinasi

antara pusat dengan daerah,
untuk menyusun dan
menerapkan kebijakan/
program penanganan
permasalahan lingkungan
hidup, sumber daya alam,
kemiskinan (dan juga
permasalahan lain) secara
komprehensif dan terpadu.
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d. Globalisasi

Di samping persoalan lingkungan eksternal nasional di atas, globalisasi
yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional diyakini semakin
berpengaruh dalam proses pembangunan Indonesia, seperti arus pandangan dan
nilai-nilai (values) demokrasi dan kemajuan teknologi informasi (TI). Globalisasi
menegaskan adanya hubungan timbal balik antara perkembangan suatu wilayah
dengan kecenderungan global. Perkembangan kebudayaan masyarakat dan
peradaban modern ditandai dengan semakin menyatunya atau semakin
diakuinya nilai-nilai (values) universal sebagai nilai dasar bersama. Nilai-nilai
universal tersebut berkembang dari keseluruhan proses perjalanan bangsa-
bangsa di dunia.

Demokrasi menjadi salah satu nilai justifikasi yang menentukan daya
terima masyarakat dunia terhadap suatu pemerintahan. Implikasinya, setiap
pemerintahan dituntut untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi
dalam melayani masyarakat sekaligus warga dunia. Setiap negara dituntut
untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pelayanan kepada
pelanggannya baik internal maupun eksternal dengan lebih terbuka, transparan,
akuntabel, dalam kerangka hukum yang kuat. Arus pandangan global tersebut
turut memicu terjadinya gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menuntut
pengelolaan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, yang
antara lain transparansi, akuntabilitas, taat hukum, partisipasi, desentralisasi,
dan keterbukaan.

Pada sisi lain, arus globalisasi juga telah meningkatkan peran-peran
swasta dan masyarakat internasional yang diwakili oleh korporasi-korporasi yang
bekerja pada tingkat multinasional ataupun kelembagaan swadaya masyarakat
untuk bekerja lintas batas negara. Kelembagaan swasta dan masyarakat ini telah
bekerja menggunakan prinsip-prinsip manajemen (birokrasi) yang sangat erat
terkait dengan tipologi budaya, nilai-nilai, dan paradigma modern yang
dibawanya. Dalam konteks ini, setiap pemerintahan dituntut untuk memahami
interaksi dan komunikasi multikultural dalam pergaulan internasional, dan
untuk mengelola keseluruhan kepentingan yang sangat beragam dalam konteks
kepentingan nasional.

Kemudian, gelombang kecepatan teknologi informasi telah menghantarkan
perubahan-perubahan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi
telah memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dimulai dari awal kehidupan
hingga berakhirnya kehidupan. Kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life,
artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara
elektronik. Saat ini sedang semarak muncul kegiatan yang dimulai dengan
awalan huruf e seperti e-commerce, e-government, e-education, e-library, e-
journal, e-medicine, e-laboratory, e-biodiversitiy, dan yang lainnya yang berbasis
elektronika. Perkembangan teknologi informasi (TI) telah menempatkan
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informasi menjadi industri tersendiri. Informasi telah menjadi material yang
strategis bagi setiap institusi atau perusahaan. Sehingga setiap
institusi/perusahaan memerlukan unit pengolahan data dan informasi tersendiri
dengan menerapkan Dberbagai teknologi pengolahan informasi yang
relevan. Namun demikian, seperti kemajuan di bidang apa pun, kemajuan
teknologi informasi selain menimbulkan efek positif juga mengakibatkan
terjadinya efek negatif dalam bentuk ancaman terhadap keamanan dan bidang-
bidang lainnya.

Nilai informasi yang begitu penting dan strategis tersebut dapat
mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam mengimplementasikan kebijakan
dan mempersiapkan SDM agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang
dibutuhkan. Karena pada dasarnya apabila adopsi inovasi tidak dilakukan
dengan meningkatkan kemampuan mengelolanya, bukan tidak mungkin TI
dapat menjadi faktor delegitimasi terhadap birokrasi suatu negara. Secara
praktis perkembangan TI telah memberikan banyak kemudahan dalam
menunjang aktivitas manusia. Teknologi juga memfasilitasi aktivitas-aktivitas
yang dahulunya sulit dilakukan menjadi mudah, misalya mengerjakan beberapa
akitivitas kantor di rumah dan tidak perlu datang ke kantor. Kantor dalam
pengertian fisik, saat ini bukanlah tempat satu-satunya dimana pegawai suatu
organisasi harus mengerakkan atau menyelesaikan tugas-tugasnya. Beberapa
pekerjaan dapat dilakukan di rumah, rapat dengan pimpinan dan kelompok
kerja di rumah dengan menggunakan internet working tanpa harus kehilangan
waktu dan biaya karena kemacetan, transportasi, dan sebagainya. Tabel 4
menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap peran Kementerian PPN /Bappenas.

Tabel 4
IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAK LANJUT TERHADAP
PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL LUAR NEGERI: GLOBALISASI

POTENSI

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

. Semakin diakuinya nilai-nilai
(values) universal.

Kemampuan adaptasi
(demokratisasi) yang belum
sesuai harapan.

. Semakin meningkatnya peran
swasta dan masyarakat
internasional.

. Kemampuan persaingan yang

lemah.

. Semakin meningkatnya
perkembangan teknologi dan
ilmu pengetahuan.

. Kemampuan sumber daya yang

masih terbatas.

Peningkatan kemampuan
pemerintah (Kementerian
PPN/Bappenas) dalam menentu-
kan arah kebijakan pembangunan
nasional yang dapat menjawab
tantangan global yang semakin
kompleks dengan perubahan yang
sangat cepat.
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Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang
juga berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas.
Keberadaan sumber daya Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi sumber
daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan
ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas
dan peran Kementerian PPN /Bappenas dalam menghadapi dinamika perubahan
lingkungan strategis.

Namun sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal
agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi, misi dan
tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya
tersebut harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan
dengan baik. Salah satu contoh adalah potensi sumber daya manusia yang
mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat memadai sebagaimana
tercermin pada Tabel 5.

Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, Kementerian PPN/Bappenas
diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerjanya secara
lebih baik. Di samping potensi-potensi positif dari SDM tersebut, Kementerian
PPN/Bappenas juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan,
yaitu: a) SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan kepada pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi; b) pola pembinaan pegawai, sejak rekrutmen, mutasi,
rotasi dan promosi hingga pensiun masih belum sepenuhnya berbasiskan pada
kompetensi; c) penerapan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia
masih belum optimal, dan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong
peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai.

Tabel 5
Profil Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas
Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
No. Golongan Pendidikan Total
S-3 S-2 S-1 D-llI SLTA | SLTP SD
1 IV/e 5 4 - - - - - 9
2 IV/d 14 15 1 - - - - 30
3 IVic 21 25 2 - - - - 48
4 IV/b 15 74 4 - - - - 93
5 IV/a 16 75 1 - - - - 102
Total Gol IV 71 193 18 0 0 0 0 282
6 I1/d 5 43 14 - - - - 62
7 Il - 27 12 4 2 - - 45
8 [Il/b - 18 45 5 15 - - 83
9 Ill/a - 1 116 4 41 - - 162
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Total Gol lll 5 89 187 13 58 0 0 352
10 lid - - 3 1 26 - - 30
1 llic - - 4 15 17 3 - 39
12 /b - - 3 65 9 - 77
13 l/a - - - - 7 19 26 52
Total Gol Il 0 0 10 16 115 31 26 198
14 I/d - - - - 2 2 2 6
15 llc - - - - - - - 0
16 I/b - - - - - - - 0
17 I/a - - - - - - - 0
Total Gol | 0 0 0 0 2 2 2 6
Total 76 282 215 29 175 33 28 838
91% | 33.7% | 25.7% 3.5% 20.9% 3.9% 3.3% 100%

Data September 2009

Selain masalah sumber daya manusia, permasalahan lainnya adalah
pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, sarana dan
prasarana sebagai alat mobilitas dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan
yang masih terbatas, pedoman kerja yang relatif masih terbatas, serta masalah
kelembagaan (struktur organisasi) yang masih memerlukan penataan. Adapun
gambaran potensi, permasalahan, dan tindak lanjut penyelesaiannya dapat

dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAKLANJUT TERHADAP
PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL: DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

POTENSI

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

1. SDM dengan tingkat pendidikan yang
tinggi

1. Manajemen SDM yang belum mengarah

kepada peningkatan kinerja pegawai.

2. Belum ada kebijakan nasional yang jelas

yang mengkaitkan antara kinerja
pegawai dengan kinerja lembaga/unit
kerja.

2. Anggaran yang cukup memadai

3. Pengelolaan kegiatan dan anggaran

yang belum sepenuhnya mengarah
kepada peningkatan kinerja lembaga dan
unit kerja.

4. Kurang terarahnya penentuan prioritas

penggunaan anggaran sesuai dengan
arah dan tujuan organisasi.

1. Mengembangkan dan menerapkan
manajemen kinerja, yang mengkaitkan
kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja
individu. Manajemen kinerja tersebut
mencakup: indikator kinerja lembaga,
unit kerja dan individu/pegawai,
pengukuran dan evaluasi kinerjanya,
serta penerapan penghargaan dan
sanksi (reward and punishment)
termasuk penerapan “remunerasi’/
tunjangan kinerja secara akuntabel.

2. Pengembangan manajemen SDM
berbasis kompetensi dan sistem merit.
3. Perlu diperjelas arah kebijakan

organisasi dalam penggunaan
anggaran.

3. Kualitas sarana dan prasarana cukup
memadai.

5. Kuantitas sarana dan prasarana belum

tercukupi.

4. Perlu ditingkatkan kuantitas sarana dan
prasarana serta sistem pengelolaan
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Tabel 6
IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAKLANJUT TERHADAP
PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL: DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

aset.

4. Tersedianya ketatalaksanaan (pedoman | 5. Masih kurangnya ketatalaksanaan yang | 5. Perlu dilengkapi ketatalaksanaan

prosedur kerja, standard operating tersedia sesuai dengan kebutuhan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung

procedures/SOP) untuk mendukung pe- organisasi. kebutuhan organisasi.

laksanaan tupoksi.

5 Landasan hukum 6. Masih belum optimalnya kapasitas 6. Perlu dilakukan penataan kelembagaan

kelembagaan cukup jelas kelembagaan, khususnya struktur (struktur, tupoksi, indikator kinerja utama
organisasi, untuk mendukung kelembagaan, prosedur kerja, dan
peningkatan kinerja Kementerian PPN/ sebagainya) agar dapat mendukung
Bappenas. peningkatan kinerja lembaga dan unit

kerja.

7. Sosialisasi kepada para pejabat dan staf
tentang upaya dan hasil penataan
kelembagaan tersebut di atas.

Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal
dan eksternal yang telah diuraikan di atas akan berdampak kepada pelaksanaan
peran Kementerian PPN/Bappenas dalam periode 2010-2014. Berbagai
permasalahan di atas, baik eksternal maupun internal merupakan tantangan
yang harus di atasi Kementerian PPN /Bappenas.

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Strategis
Tahun 2010-2014, yang berisi visi, misi dan tujuan organisasi Kementerian
PPN /Bappenas pada periode 2010-2014 dan berbagai kebijakan, program dan
kegiatan serta indikator kinerja utama (key performance indicators) dari lembaga
hingga unit kerja eselon II. Salah satu solusi atau tindak lanjut strategis di
internal Kementerian PPN/Bappenas untuk mengatasi permasalahan dan
tantangan tersebut adalah dengan membangun dan menerapkan manajemen
kinerja, yang menghubungkan antara kinerja lembaga, unit kerja hingga kinerja
individu secara terpadu dalam suatu sistem manajemen kinerja. Untuk kinerja
lembaga dan unit kerja, sudah ada Renstra, Renja dan laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (LAKIP, walaupun perlu disempurnakan). Sedangkan
kinerja pegawai masih menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3) yang sulit digunakan untuk menilai kinerja pegawai secara akuntabel.
Walaupun manajemen kinerja yang mengintegrasikan kinerja lembaga, unit kerja
dan individu sangat diperlukan dan sejalan dengan kebijakan anggaran berbasis
kinerja, namun secara nasional hingga saat ini belum ada kebijakan yang
mendorong pengembangan manajemen kinerja tersebut. Dalam hal ini,
Kementerian = PPN/Bappenas, berinisiatif untuk mengembangkan dan
menerapkan manajemen kinerja seperti dimaksud di atas.
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BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang
dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Kementerian
PPN/Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga
perencanaan pembangunan nasional dituntut untuk menghasilkan produk-
produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan
nasional. Untuk itu, disusun visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas yang
akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan
kegiatan pendukung sebagaimana tampak dalam strategy map pada Diagram 3.
Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMN 2010-
2014.

Pada gambar tersebut, terlihat keterkaitan antara tujuan dan kegiatan
Kementerian PPN/Bappenas dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-
2014 dan RKP, yang menjadi tanggung jawab semua kementerian/lembaga atau
Kabinet Indonesia Bersatu II. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa tujuan
dan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas harus diarahkan untuk dapat
memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN
2010-2014 dan RKP. Hal ini juga berlaku bagi kementerian/lembaga lainnya,
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Ada 2 (dua) tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: terwujudnya
rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya
penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan
pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui 4 kegiatan
utama (business process, BP) yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan,
evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan 4 faktor utama yaitu pengelolaan
anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja.
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Diagram 3
PETA STRATEGI TAHUN 2010 - 2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGIINAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBAN(
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2.1 Visi Kementerian PPN/Bappenas

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas
harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan
RPJMN 2010-2014 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan
nasional (RPJMN, RKP) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya
dari Presiden/Pemerintah.

Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan,
target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan
sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah,
maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi
(keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional
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(RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-
masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja
Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD).
Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari
Presiden/Pemerintah  dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut
dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti
Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung
pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2010-2014, dan selanjutnya
mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD
1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh
karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 adalah:

"Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan
proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan
bernegara”

Penjelasan Visi:

Proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para
pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan
itu, maka pengertian kata andal, kredibel dan proaktif adalah sebagai berikut:

Andal : Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan
yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Kredibel: Menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang meliputi
antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan,
dan akuntabilitas.

Proaktif : Antisipatif dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan
berbangsa dan bernegara, serta mampu dengan cepat
menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi secara
signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan
nasional.

2.2. Misi Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam
bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas,
adalah sebagai berikut:
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1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam
rangka:

a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik
antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah,
maupun antara pusat dengan daerah;

b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas
terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses
perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan
pembangunan di berbagai bidang.

3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas
Kementerian PPN /Bappenas.

Penjelasan Misi:

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Kementerian PPN/Bappenas. Karena itu, ada 3 (tiga) Misi atau langkah utama
yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi: “Mewujudkan
Kementerian PPN /Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung
pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”. Kementerian PPN/Bappenas
bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional
berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang
dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan para pemangku
kepentingan (stakeholders) dan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan
(sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu,
dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; mewujudkan
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan
sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Misi pertama
ini sebagai bagian dari pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai
pengambil kebijakan (policy maker).

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan
menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan
masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan.
Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk
proses perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dapat menjadi masukan
untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Misi kedua ini
merupakan pelaksanaan peran sebagai think tank yang strategis, mengingat hasil
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evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, kajian, evaluasi
kebijakan dan rekomendasinya dapat digunakan sebagai masukan strategis
kepada Presiden, kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah dalam
menyelesaikan permasalahan pembangunan. Selain itu, hasil think tank, juga
dapat menjadi masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan
jangka menengah (RPJMN) dan tahunan (RKP). Jika peran sebagai think tank ini
dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (brand image)
Kementerian PPN/Bappenas. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai
think tank merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (organizational
brand image building).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif,
maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih
baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik
instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non
pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran
sebagai administrator, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka
pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen
pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya) secara akuntabel. Karena itu, tidak
diletakkan sebagai misi.

2.3. Tujuan Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian
PPN /Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima)
tahun ke depan sesuai dengan peta strategi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang
berkualitas;

2. Terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai peran
Kementerian PPN /Bappenas; dan

3. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/
Bappenas.

Tujuan pertama adalah sesuai dengan tugas pokok Kementerian
PPN/Bappenas di bidang perencanaan pembangunan. Dalam hal ini,
Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu menghasilkan rencana
pembangunan nasional yang berkualitas, baik berupa RPJMN maupun RKP.
Tujuan kedua terkait dengan koordinasi kebijakan pembangunan nasional
lainnya, misalnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang memerlukan
penanganan lintas instansi dan lintas sektor/bidang dengan skala besar,
misalnya koordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias; serta
penilaian terhadap perkiraan kerusakan dan kerugian (damages and losses
assessment) yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi Sumatera Barat,
sekaligus menilai kebutuhan (needs assessment) pemulihan pasca bencana;
koordinasi penanganan perubahan iklim (climate change), dan sebagainya.
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Sedangkan tujuan ketiga terkait dengan penguatan kapasitas kelembagaan
(SDM, tata laksana, dan organisasi) untuk mewujudkan kinerja pelayanan
Kementerian PPN /Bappenas.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk ketiga tujuan tersebut
di atas, dijelaskan dalam bagian Sasaran Strategis.

2.4. Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Peta Strategi (Strategy
Map), “Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP,” yang menjadi
tanggung jawab semua kementerian/lembaga atau Kabinet Indonesia Bersatu II,
sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing kementerian dan
lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Keberhasilan
pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP, diukur dari: a) persentase (%)
pencapaian target/sasaran RPJMN 2010-2014; dan b) persentase (%) pencapaian
target RKP setiap tahun pada periode RPJMN 2010-2014.

Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan
pelaksanaan RPJMN 2010-2014 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran
keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk ketiga tujuan
Kementerian PPN /Bappenas periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya rencana pembangunan
jangka menengah nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”,
adalah:

1) Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang,
antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang diukur dari
(indikator):

a) RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai dengan 2014
memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;

b) % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPN;

c) % kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program
Presiden terpilih;

d) % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN;

e) Renstra Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran
yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RPJMN 2010-2014;

f) Renja Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran
yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RKP;

g) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L)
memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta
sesuai dengan RKP;

h) % sasaran prioritas nasional yang telah sesuai dengan rencana.
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2) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap
RPJMN 2010-2014, yang diukur dari pendapat stakeholders tentang
proses penyusunan RPJMN.

3) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP,
diukur dari pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP.

b. Sasaran Strategis dari tujuan kedua: “Terwujudnya koordinasi kebijakan
pembangunan lainnya sesuai peran Kementerian PPN /Bappenas”, adalah:

Meningkatnya peran Kementerian PPN /Bappenas terkait koordinasi kebijakan
pembangunan nasional lainnya, diukur dari % tingkat keberhasilan
pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai
peran Kementerian PPN /Bappenas.

c. Sasaran Strategis dari tujuan ketiga: “Tercapainya peningkatan kapasitas
kelembagaan Kementerian PPN/ Bappenas”, adalah:

Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian
PPN /Bappenas, yang diukur dari:

a) % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui
penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM;

b) %  ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian
PPN /Bappenas;

c) % fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah;
d) Opini dari BPK atas laporan keuangan; dan

e) Standar penilaian good governance.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana
telah diuraikan dalam Bab II, ditetapkan arah kebijakan dan strategi
Kementerian PPN /Bappenas, yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi
yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab [, arus besar globalisasi
membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang
berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang, seperti
demokratisasi, desentralisasi, otonomi daerah, pemanfaatan berbagai sumber
daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan
lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan
terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, RPJMN 2010-2014 menentukan
11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu: 1) Reformasi Birokrasi dan
Tata Kelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penanggulangan Kemiskinan; 5)
Ketahanan Pangan; 6) Infrastruktur; 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8) Energi; 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10) Daerah
Tertinggal, Terdepan, Teluar dan Pasca Konflik; dan 11) Kebudayaan, Kreativitas
dan Inovasi Teknologi.

Selain kesebelas Program Prioritas tersebut, terdapat pula Prioritas Bidang
Hukum dan Aparatur (Buku II RPJMN 2010-2014) yang menjadi acuan Renstra
Kementerian PPN/Bappenas, yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik, dengan 4 (empat) fokus prioritas, sebagai berikut: 1)
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 2)
peningkatan kualitas pelayanan publik; 3) peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi; dan 4) pemantapan pelaksanaan reformasi
birokrasi. Prioritas dan keempat fokus prioritas tersebut mengandung makna
perbaikan atau peningkatan kinerja.

Walaupun Kementerian PPN/Bappenas tidak ditunjuk sebagai penanggung
jawab atau pelaksana dari kesebelas Program Prioritas Nasional dan Program 5
Tahun Kabinet Indonesia Bersatu II, namun Kementerian PPN/Bappenas
berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMN dan Program 5 Tahun Kabinet
Indonesia Bersatu II. Dukungan tersebut, harus tercemin dari kontribusi atau
nilai pemanfaatan produk-produk Kementerian PPN/Bappenas, berupa: a)
produk-produk perencanaan pembangunan (RPJMN, RKP) yang lebih
berkualitas; b) hasil-hasil pemantauan, evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan, dan evaluasi kebijakan yang menjadi masukan bagi tindak lanjut
perbaikan, proses perencanaan pembangunan, dan masukan bagi perumusan
kebijakan pembangunan nasional; c¢) hasil-hasil pelaksanaan tugas lain
(penugasan khusus) dari Presiden/Pemerintah.
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Kemudian, Kementerian PPN/Bappenas sebagai instansi pemerintah juga
berkewajiban menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam rangka
peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsinya secara akuntabel, bersih dan
bebas KKN, peningkatan kinerja lembaga dan pegawai, peningkatan kapasitas
dan akuntabilitas birokrasi. Penerapan tata kelola tersebut dilakukan melalui
pemantapan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas, yang sudah
dilaksanakan secara bertahap dan intensif sejak tahun 2008.

Adapun arah kebijakan nasional yang menjadi acuan Renstra Kementerian
PPN /Bappenas 2010-2014 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Buku II
RPJMN 2010-2014 Bab XI Sistem Pendukung Manajemen Pembangunan
Nasional, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih
baik dari tahun ke tahun, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian-bagian
sebelumnya dalam Renstra ini. Karena itu, arah kebijakan tersebut menjadi
prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan,
yaitu: “mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang
berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan”. Dengan peningkatan
kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan
yang dihasilkan juga lebih baik atau lebih berkualitas, dalam arti: lebih jelas dan
terukur dari tahun ke tahun; terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih
baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Sebagai salah satu bagian atau fungsi dari manajemen pembangunan
nasional, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan tersebut harus
terkait dengan fungsi-fungsi lainnya yaitu: sistem penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan bahkan pengawasannya. Keterkaitan
ini sangat penting agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara
efisien, efektif, akuntabel dan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan
amanat UU Nomor 17 Tahun 2003, perencanaan pembangunan harus
didasarkan pada kebijakan anggaran berbasis kinerja (performance based
budgeting) agar dapat menjamin hubungan yang lebih jelas antara tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah serta memudahkan
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasannya untuk melihat ukuran
keberhasilan dan akuntabilitasnya.

Sedangkan strategi untuk melaksanakan kebijakan dan program di atas,
selain disusun dengan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2 ayat (4), juga dengan
memperhatikan potensi dan permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab
Pendahuluan. Strategi tersebut adalah: a) mengkoordinasikan para pelaku
pembangunan; b) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan c) melakukan
berbagai upaya untuk: (1) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan
sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah,
maupun antara pusat dan daerah; (2) menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan (3)
menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, -efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.
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3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam

rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu
rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya
yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah
kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 adalah
sebagai berikut :

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:

1)

2)

3)

4)
S)

Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui
penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan
informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan
kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang
berbasis kinerja.

Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan
bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian
permasalahan pembangunan.

Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan
dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan
pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:
Eksternal:

1)

Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas
sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan;

2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan nasional.

3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan nasional.

4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.

5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

Internal:

6) Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja
individu/pegawai.

7) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta

diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
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8) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN /Bappenas dan
perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan
akuntabel.

9) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Kementerian
PPN/Bappenas.

10) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam
rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan
pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan
program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu program utama
(teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program teknis
Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas
utama  Kementerian PPN/Bappenas dalam  proses perencanaan,
pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

b. Program generik

1) Program generik 1: Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

2) Program generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur.

3) Program generik 3: Program Peningkatan Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur.

Dalam Renstra periode sebelumnya (2005-2009), ada 5 (lima) program
yang digunakan Kementerian PPN/Bappenas yaitu: 1) Program Penataan
Kelembagaan dan Ketalaksanaan; 2) Program Penerapan Kepemerintahan yang
Baik; 3) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas  Aparatur
Negara; 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; dan 5)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. Kelima program
tersebut merupakan program generik yang juga digunakan oleh semua
kementerian/lembaga baik seluruh program maupun sebagian dari kelima
program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua
kementerian/lembaga), maka kelima program tersebut tidak dapat
mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), peran dan
kewenangan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan
pembangunan nasional, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya.

Dibandingkan dengan program-program dalam Renstra 2005-2009,
jumlah program dalam Renstra 2010-2014 lebih sedikit. Perbedaan lainnya ada
pada substansi dan masalah kesesuaian dengan tupoksi Kementerian
PPN/Bappenas. Program Perencanaan Pembangunan Nasional lebih sesuai
dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas, yang semula bernama Program
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang bersifat generik dan
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digunakan oleh semua kementerian/lembaga sehingga tidak sesuai atau tidak
relevan untuk  mengukur kinerja ~utama = (tupoksi) masing-masing
kementerian/lembaga. Sedangkan Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang semula bernama Program Penerapan
Kepemerintahan yang Baik, adalah program generik yang dapat digunakan
semua kementerian/lembaga. Cakupan substansi Program Dukungan
Manajemen lebih fleksibel dan relevan untuk menampung kegiatan-kegiatan
pendukung, termasuk gaji dan tunjangan pegawai.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-
kegiatan prioritas Kementerian PPN /Bappenas, sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Perencanaan
Pembangunan Nasional:

1) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/
penganggarannya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/
fungsi pemerintahan.

2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian
serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses
perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.

4) Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.

5) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):
1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
2) Penyempurnaan ketatalaksanaan.

3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian
PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan
daerah.

4) Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja
lainnya.

S5) Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/
Bappenas.

6) Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif
lembaga (brand image building).

7) Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan
pembangunan.

8) Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.

9) Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi
profesi di pusat dan di daerah.
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Tabel 7

Hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan 2010-2014 Kementerian PPNIBappenas

Visi Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Kegiatan
Mewujudkan Ienyusun rencana 1. Terwujudnya rencana 1. Tercapainya integrasi, 1. Penguatan kelembagaan A. Eksternal; A. Pregram teknis A. Kegiatan-kegiatan utama
Kementerian PPN/ pembangunan pembangunan nasional sinkronisasi dan sinerg perencanaan pembangunan 1. Meningkatkan kualtas pe- Program Perencanaan dalam Program Perencanaan
Bappenas yang nasional yang RPJIMN dan RKP) yang antardasrab, nagionial melalui penataan sistem rencanaan dan pendana-an Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional:
andal, kredibel dan berkualites dalam berkualtas. antarruang, antar- perencanaan, pe-mantatan, seldoral, lintas seltoral dan 1. Penyusunan rencana
proaktif untuk rangka: wakiu, dan antarfungsi pengendalian dan evaluasi wirlayah, pembangunan nasional dan
mendukung it i 2. Terwujudnya koordinasi pemerintah, maupun pelaksanaan pembangunan; 2. Meningkatkan kualitas pe- pendanaan/ penganggarannya
pencapaian tujuan a Bmzﬂ_m m_mam_ an, kehijakan pembangunan antara perencanaan, pengembang-an sistem dan mantauan terhadap pe- antarwaldu, seldor, wilayah dan
berbangsa dan s.mﬂm Hkan d lainniya sesuai peran penganggaran, kualitas data dan informasi laksanaan rencana pem- antartingkat/fungsi
bemegara” (sin Bz_mmm_v_ 2n Kementerian pelaksanaan dan perencanaan pembangunan bangunan nasional; pemerintahan

Wmﬁmswe& o h FPIBappenas. pengawas an, yang nasional; serta peningkatan 3. Meningkatkan kualitas 2 Pemartauan ter-hadap
A aniardaeraf, diukur dari (indikator); kualitas koordirasi dengan evaluasi terhadap pe- pelaksanaan rencana
antarmiang, . a. RPJMN 20102014 dengan para pemangku laksanaan rencana pem- pembangur-an nasional
antarwakiL, dan 3. Tercapainya ! dan RKP tahun 2010 kepentingan hangunan nasional; 3. Evaluasi atas pe-laksanaan
antarfungsi peningkalan kapasitas sampai dengan tahun perine 4. Meningkatkan kua _am .8383 embangunan
pemerintah, xm,mgvm@wmz mﬁ:%;ms m__A_ tujuan 2 Penerapan perencanaan . kal m:.ﬂm: atau evaluasi nasional vam: xm_,@m: serta
maLpLn antara Kementerian PPN target, dan sasaran ' wawmh %w: rasional dan kebijakan pembangunan 2»_:8__52_%%.
pusat dengan Bappenas. Y o d P 9 ) haai kan dal 4 Koondinasi dal
Haoral yang jelas dan penganggaran yang herbasis ssbagai masukan dalam ordinasi dalam
’ terukur; kinerja rangka proses pe- melaksanakan pe-rencanaan
b. mewujudkan b % kesesuaian antara rencanaan pembangun-an, pem-bangunan rasional.
keterkaitan dan muatan rancangan 3. Peningkatan kualitas hasi penyusunan kebijak-an
konsstersi antara RPJMM dengan evaluasi kebijakankajian sebagai|  pembangunan di berbagai
perencanaan, RPJPN, masukan bagi parencanaan bidang, dan atau
penganggaran, c. % kesesuaian antara pembangunan dan perumusan mendukung pencapaian
pelaksanaan dan muatan RPJWN kebijakan peryelesaian tujuan dan sasaran RPN B. Kegiatan-kegiatan utama
pengawas an; dengan visi, misi, dan permasalahan pembanguran. 2010-2015 dan Program 5 dalam ketiga pregram
program Presiden Tahun Kabinet Indonesia generik:
¢. mengoptimalkan terpilib; 4. Peringkatan kualitas data dan Bersatulll. 1. Peningkatan kapasitas
partisipasi d. % kesesuaian antara informasi persncanaan 5 Meningkatkan kualitas kelembagaan,
masyarakat; muatan rancangan pembangunan koordinasi kebijakan 2. Penyempurnaan
d. menggunakan RKP dengan RPJWVN; . pembangunan nasional; ] ketatalaksanaan,
sumber daya & Renstra Kementerr 5. Pelaksanaan reformasi birokrasi B. Pregram generik 3. Peningkatan kualtas sumber
secara efisien anfLembaga dan secara konsisten dan B. Internal: 1. Program Dukungan daya manusia aparatur di
efeldif vm%mm_&_mj RPJM Daerah berkelanjutan dalam rangka 5. Membangun Manajemen Ianajemen Kementerian PPNBappenas
dan berkelanjutan memiliki fujuan, peningkatan kinerja (betfer Kinerja: dari x_:m:.m . 2. Program Peningkatan .Qm: %80682%83 di
target, dan sasaran performance) lembaga dan lembaga hingga kinerja Sarana dan Prasarana instarsi tingkat pusat dan
IWelakulcan yang jelas dan terukur pegavai. individufpegawai Aparatur daerah,
pemantauan dan serta sesual dengan 7. Mengelola anggaran secara | 3. Program Peninghatan 4. Peningkatan fasiltas kerja,

evaluasi kinerja
pelaks anaan

RPN 2010-2014;
f. Renja Kementerian/

lehih efision, afektif, dan
akuntabel

Pengawasan dan
Akuntabilites Aparatur

gedung, kantor, sarana dan
prasarana kerja lainnya,
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Tabel 7
Hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan 2010-2014 Kementerian PPNIBappenas

Visi Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Kegiatan
rencana Lembaga dan 8. Meningkatkan kempetensi 5. Pengawasan pelaksanaan
pembangurian Rencana Kerja SDM di Bappenas dan kinerja dan anggaran
nasional, kajian dan Pemerintah Dasrah perencana di tingkat pusat Kementerian PPMNBappenas
evalugsi kebijakan memilkitujuan, tanget, dan daerah secara [ehih 6. Peningkatan kualtas
yang berkualitas, dan sasaran yang praporsional dan akuntabel kehumasan dalam rangka
sebagal masukan Jelas dan terukur dan 9. Melanjutkan penerapan membangun citra positif
untuk tindak lanjut sesual dengan RKP; pring ip-prinsip good lembaga (brand image
perbaikan, proses . Rencana Kerja dan govemance di Kementarian building.
perencanaan Anggaran Wegara PPMNBappenas 7 Peningkatan kualitas sistem
berikutnya dan untuk Kementerian/ 10. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencana-
perumusan kebijakan Lembaga (RKA kiL) sarana dan prasarana dan an pembangunan.
pembangunan di memiliki tujuan, pengelolaanmya dalam 8 Pelaksanaan kegiata

berbagai bidang.

IWelakukan
koordinasi yang
efektif dalam rangka
pelaksanaan tugas-
tugas Kementerian
PPN/Bappenas.

target, dan sasaran
yang |slas dan
terukur, serta sesuai
dengan RKP;

h. % sasaran prioritas
nasional yang telah
sesUal dengan
rencana

. Tingkeat kepemrayaan
pemangku kepentingan

[stakehoiders) terhadap

RPN 2014, yang

diukur dar:

- Pendapat
stakehoiders tentang
proses penyusunan
RPN

=l

3. Tingkat kepercayaan

pemangku kepentingan

[stakehoiders) terhadap

RKP), diukur dani:

- Pendapat
stakehoiders tentang
proses penyusLnan
RKP.

Ieningkatnya peran

Kementerian

PPIJ/Bappenas terkait

I

rangka men-dukung
peningkatan kinerja
lembaga dan pegawai

pendukung lainnya.
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Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Kegiatan
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o

koordinasi kebijakan

pembangunan nasional

lainnya, dikur dan

- % tingkat
keberhasilan
pelaksanaan
koordinasi kebijakan
pembangunan
nasional lainnya
sesual peran
Kementerian
PPM/Bappenas

Terlaksananya

peningkatan kapasitas

kele mbagaan

Kementerian

PPM/Bappenas, diukur

dari

- % pelaksanaan
reformasi birokrasi
Kementerian
PPM/Bappenas
melalui penataan
kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan
SO

- % ketersediaan
sarana dan prasarana
aparatur Kementerian
PPM/Bappenas

- % fasilitasi dan

pembinaan SO

aparatur perencana

pusat dan daerah

Opini dan BPK atas

Laporan Keuangan

- Standar penilaian
good governance
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BAB IV
PENUTUP

Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 adalah panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN /Bappenas untuk 5 (lima)
tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2010-2014 sangat
ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber
pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kementerian PPN/
Bappenas. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra
periode 2010-2014, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan,
dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kementerian PPN/Bappenas
periode 2010-2014 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan
sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan
Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 yaitu meningkatkan kinerja
lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2010-2014.

Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 harus dijadikan
acuan kerja bagi unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat
melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada
peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA
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ANAK LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR 4 TAHUN 2014

Formulir 1
KONTRAK KINERJA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL!
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PRESIDEN
INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI KIL TERKAIT WAKTU UNIT ESELONII

Memastikan tersusunnya Rencana
Strategis Kementerian 2010-2014

i. Menyusun usulan Rencana
Strategis Kementerian 2010-2014
yang terdiri dari tahapan kerja,
rencana aksi Kementerian,
indikator kinerja utama, dan
tenggat waktu

ii. Menyempumakan Rencana
Strategis Kementerian 2010-2014
melalui koordinasi yang efektif
dengan Menteri Keuangan

Paling lambat tanggal 20
November 2009

Paling lambat tanggal 31
Desember 2009
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INDIKATOR KINERJA

KONTRAK KINERJA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL!
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PRESIDEN

RENCANA AKSI

KIL TERKAIT

WAKTU

UNIT ESELONII

39

b. Memastikan tercapainya target
capaian Program 100 Hari

Memastikan penetapan skema
co-financing bagi program
pembangunan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (penciptaan
ownership di daerah) serta
Pemerintah dan Swasta/BUMN
(Pubkic Private Fartnership)

Meyempumakan Keppres
80/2003 mengenai tata cara
pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang mencakup
skema co-financing dan
mengakomodasi tata cara
pengadaan hasil industri kreatif,
inovatif, budaya, dan hasil
penelitian laboratorium atau
institusi pendidikan sebelum
Januari 2010

Paling lambat Januari 2010,
kecuali dinyatakan secara
spesifik pada program
terkait
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INDIKATOR KINERJA

KONTRAK KINERJA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PRESIDEN

RENCANA AKSI

KiL TERKAIT

WAKTU

UNIT ESELON Il

Memastikan tercapainya Prioritas
Nasional, yang mencakup namun
tidak terbatas pada:

i. Merencanakan dengan seksama
program pembangunan menuju
tercapainya sasaran-sasaran
nasional

ii. Memastikan reformasi regulasi
secara bertahap ditingkat
nasional dan daerah sehingga
terjadi harmonisasi peraturan
perundang-undangan yang tidak
menimbulkan ketidakjelasan dan
inkonsistensi dalam
implementasinya

Paling lambat Oktober 2014
kecuali dinyatakan secara
spesifik pada program
terkait

Melaksanakan reformasi bidang
pelayanan umum

Mengkaji ulang dan mengusulkan
perbaikan kebijakan, peraturan, dan
proses pelaksanaan seluruh
kegiatan yang berhubungan dengan
pelayanan umum yang diberikan
jajaran Kementerian secara tuntas

Paling lambat Juni 2010
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INDIKATOR KINERJA

KONTRAK KINERJA MENTERIPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMEANGUNAN NASIONAL DENGAN PRESIDEN

RENCANA AKSI

KiL TERKAIT

WAKTU

UNIT ESELON I

sebelum Juni 2010 serta
memastikan efektivitas implementasi
perbaikan peraturan tersebut sesuai
dengan batas waktu yang ditetapkan
oleh pejabat yang ditunjuk Presiden
untuk memimpin reformasi
pelayanan umum

Melaksanakan perbaikan
peraturan yang mendukung
investasi

Mengkaji dan mengusulkan
perbaikan peraturan-peraturan yang
menghambat dan berpotensi
menghambat investasi sebelum Juni
2010 dan memastikan efektivitas
perbaikan peraturan tersebut sesuai
dengan batas waktu yang ditetapkan

Paling lambat Juni 2010

Melakukan penyempumaan
kebijakan dan peraturan subsidi

Mengkaji dan mengusulkan
penyempumaan kebijakan dan
peraturan mengenai subsidi BBM,
listrik, dan pupuk sebelum Juni 2010
dan memastikan efektivitas

Paling lambat Juni 2010
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INDIKATOR KINERJA

KONTRAK KINERJA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL!
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBEANGUNAN NASIONAL DENGAN PRESIDEN

RENCANA AKSI

KIL TERKAIT

WAKTU

UNIT ESELON Il

peraturan yang disempumakan
tersebut sesuai dengan batas waktu
yang ditetapkan

Mencapai sasaran-sasaran
Rencana Strategis Kementerian
2010-2014

Sesuai target waltu dalam
Rencana Strategis
kementerian 2010-2014

Pengelolaan keuangan
Kementerian memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (\NTP)
dari BPKRI

Mempertahankan WTP

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA
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ANAK LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR 4 TAHUN 2014

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Formuliri.a

TARGET
PROG RAN/KEGIATAN QUTCOMEIOUTPUT INDIKATOR UNIT ORGANISAS| PELAKSANA
2010 2011 2012 2013 2014
f [E] 3] ] i3} 6] ] ] IE]
Program Outcomne Kernentetian PPN/Bappenas
Program Perencanaan Perrbangunan Nasional 1. Tenwujudnya rencana pembangunan nasional 1. RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai 100% - - - 100%
(RPINM dan RKP) yany berkualitas dengan tahun 2014 remilki tujuan, target, dan
2. Weningkatrya peran Kementerian sasaran yang jelas dan ter bur
PPN/Bappenas terkat koordinasi kehijakan 2. % kesesuaian antara ruatan rancangan RPJWH 100% - - - 100%
permbangunan nasional lainnya dengan RPJPN
3. % kesesuaian antara rroatan RPJWVIN dengan visi, 100% - - - 100%
rmisi, dan program Presiden terp
4. % kesesuaian antara ruatan rancangan RKP 100% 100% 100% 100% 100%
dengan RPJWIW
5. % kesesuaian rancangan Rengra KL dengan 100% - - - -
taryet/sasaran dalarn rancangan RPJWIN
6. % kesesuaian rancangan Renja KL dengan 100% 100% 100% 100% 100%
tamyet&asaran dalarn rancangan RKP
7. % kesesuaianrancangan Rencana Kerja dan 100% 100%
Anggaran Kerrenterian/ Lerrbaga (RKA KIL) dengan
tanyet/sasaran dalarn rancangan RKP
8. % sasaran priortas nasional yang telah sasual 30% 100%
dengan rencana
3. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan - - - - baik
RPN
10. Pendapat sfakeholders tentany proses penyusunan cukup baik cukup baik cukup baik cukup baik baik
RKP
11. Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi 0% TE% 80% 35% 0%
kehijakan pernbangunan nasional lainnya sesuai
peran Kermenterian PPNBappenas
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Formulir1.a

TARGET
PROGRANVKEGIATAN OUTCOMEIOUTPUT INDIKATOR UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010 2011 2012 2013 2014
i [E] i3] ] il ] 7] IE] IE]
Program Outcome
Program Dukungan Manajerren dan Pelaksanaan Terlaksananya dukungan rmanajernen terhadap 1. % pelaksanaan reformasi birokras Kernentefian 50% 0% 30% 100% 100%
Tugas Te knis Lainnya Bappenas pelaksanaan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas PPN/Bappenas melalui penataan kelerrbagaan,
ketatala ksanaan, dan surber daya rmanusia
2. % fasiitasi dan perrbinaan SDMaparatur perencana 30% 100% 100% 100% 100%
pusat dan daerah
Program Outte omne
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Weningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1. % ketersediaan sarana dan prasatana apatatur 60% 50% 0% 0% 80%
Aparatur Bappenas Kementerian PPN/Bappenas Kermerterian PPN/Bappenas
2. Tedaksananya pembangunan geduny baru - 10% 30% 100% -
Bappenas
Program Outtc omme
Program Pengamwasan dan Fening katan Meningkatnya akurtabiltas dan pengawasan Opini dari BPK atas laporan keuangan WTP WTP WTP WTP WTP
Aluntablitas Aparatur Bappenas aparatur Kerrenterian PPNBappenas
Sandar penilaian geod govemance baik haik baik haik haik

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA
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ANAK LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR 4 TAHUN 2014

TARGET PEMBANG UNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONALIBADAN PERENC ANAAN PENMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalfSekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAMIKEGIATAN

CUTCOMEIOUTPUT

TARGET
INDIKATOR
2010 2011 2012 2013

2014

Fermulir1.b

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

i

2]

[E] 4 ] (1] m

]

Program

Outeome

Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bappenas

teningkatnya pelaksanaan tugas
manajemen kelembagaan dalam rangka
mendukungtugas pokok dan fungsi
Kementerian PPN /Bappenas

1. % pelaksanaan reformasi birokrasi 50% 100% - -
Kementerian PPN/Bappenas melalui
penataan kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan sumber daya
manusia fmencakup semua bidang di
bawah Sesmen dan Inspekiorat)

2. Tingkat kepuasan pelayanan internal : )
Kementerian PPh.Bappenas Baik Baik Bak Baik

Baik

3. % jumlah aparatur perencana pusat dan 35% 85% A5% 85%
daerah yang mengikuti diklat perencana

85%

4. Ketepatan walktu penyelesaian dokumen 100% 100% 100% 100%
kelembagaan dalam mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kementerian PPh.Bappenas {LAKIP,
Renstra, Renja, DIPA, administrasi
kepegawaian: kenaikan pangkat,
pensiun, dl)

100%

5. % peningkatan kualitas data dan 30% 5% 0% 90%
informasi perencanaan pembangunan
nasional {baik melalui e-planning, e-
money, intranet, websits)

100%

6. % pejabat telah menandatangani dan - - - _
melaksanakan pakta integritas

100%

7. % pengadaan menggunakan e- - - - -
procurement

5%

3. % tersusunnya struktur kelembagaan - - - -
(organisasi dan tata kerja) yang
proporsional, efektif, efisien

100%

Sekretariat Kementerian
PPN/ Sekretariat Utama
Bappenas




46

2014, 786

Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalfSekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENC ANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Formulir 1.b

TARGET
PROGRAMIKEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR e ACEAlL
2010 2011 2012 2013 2014
i 7] £} 2] i i) @ ] I}
9. Tersedianya sistem rekrutmen yang - - - - 100%
fransparan
10, Tersecianya sistem penilaian kinerja - - - - 100%
yang terukur
11. Tersusunnya rencana penerapan e- - - - - 100%
Golemmentyang konkrit dan terukur
12, % penerapan SAKIP {renstra, penilaian - - - - 100%
kinerja, kontrak kinerja, pengendalian,
dl)
13. Opini BPK, atas LK KL WTP WTP WTP WTP WTP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatiya sarana dan prasarana 1. % ketersediaan sarana dan prasarana 60% 60% 0% 0% 20%
Aparatur Bappenas aparatur Kementerian PP, Bappenas aparatur Kementerian PPHN/Bappenas
2. Terlaksananya pembangunan gedung - 10% 30% 100% -

baru Bappenas
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Unit Kerja Eselen |: Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PENBANG UNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Formulir 1.b

PROG RANM/KEGIATAN

OUTCOMEOUTPUT

INDIKATOR

2010

2011

TARGET

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

]

3

4

]

[ti]

[E]

Program

Outcome

Program Perencanaan Pembangunan
Masional

Meningkatrva kualitas rancangan rencana
pembangunan dan pendanaan nasional
terkait lingkup sumber daya manusia dan
kebudayaan

% kesesuaian antara muatan
rancangan RP MM terkait linglkup
sumber daya manusia dan kebudayaan
dengan RPJPH

100%

100%

% kesesuaian antara muatan
rancangan RPN terkait lingkup
sumber daya manusia dan kebudayaan
dengan wisi, misi, dan program
Presiden terpilih

100%

100%

% kesesuaian antara muatan
rancangan RPJWM terkait lingkup
sumber daya manusia dan kebudayaan
dengan lingkup lainmya dalam RPJMK

100%

100%

Rancangan RPJMN terkait lingkup
sumber daya manusia dan kebudayaan
memiliki sasaran dan indikator yang
terukur sesuai kebijakan/pedoman yang
ditetapkan

100%

100%

% kesesuaian muatan rancan gan RKP
terkait linghkup sumber daya manusia
dan kebudayaan dengan RPJLN

100%

100%

100%

100%

100%

% kesesuaian antara muatan
rancangan REP terkait lingkup sumber
daya manusia dan kebudayaan dengan
lingkup lainnya dalam RKP

100%

100%

100%

100%

100%

% ketepatan wakiu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup sumber daya
manusia dan kebudayaan:

- RPJMM

- RKP

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

Kedeputian Bidang
Bumber Daya Manusia
dan Kebudayaan
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Unit Kerja Eselen I: Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TARGET PEMBANG UNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

Formulir1.b

PROGRAMIKEGIATAN

OUTCOMEOUTPUT

INDIKATOR
2010

2011

TARGET

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

4

[l

[ti]

]

[E]

4. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJNM tahun berjalan terkait
lingkup sumber daya manusia dan
kebudayaan vany dipantau:

- RPJMN 100%
- RKP 100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

9. % ketepatan waktu penyelesaian 100%
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanfevaluasi
kebijakan/kajian terkait lingkup sumber
dava manusia dan kebudayaan

100%

100%

100%

100%

10. % kesesuaian rancangan Renstra KL 100%
terkait lingkup sumber daya manusia
dan kebudayvaan dengan target/sasaran
dalam rancangan RPJMN

% kesesuaian Renja KL terkait lingkup 100%
sumber daya manusia dan kebudayaan
dengan RKP dan pagu indikatif

100%

100%

100%

100%
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Fermulir1.b

PROGRAMIKEGIATAN OUT COMEOUTPUT INDIKATOR

2010

2011

TARGET

22

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

] 2 [E]

4

1}

[

Program Qutcome

Program Perencanaan Pemban gunan Meningkatrya kualitas rancangan rencana 1. % kesesuaian antara muatan

M asional pembangunan dan pendanaan nasional rancangan RPJWM terkait lingkup
terkait lingkup pelitik, hukum, pertahanan, politik, hukum, pertahanan, dan
dan keamanan keamanan dengan RPJPH

100%

100%

2. % kesesuaian antara muatan
rancangan RPJMM terkait lingkup
politik, hukum, pertahanan, dan
keamanan den gan visi, misi, dan
program Presiden terpilih

100%

100%

3. % kesesuaian antara muatan
rancangan RPJWM terkait lingkup
politik, hukum, pertahanan, dan
keamanan dengan lingkup lainmya
dalam RP MK

100%

100%

4. Rancangan RPJMN terkait lingkup

indikator yang terukur sesuai
kebijakan/pedoman yang ditetapkan

100%

100%

5. Y% kesesuaian muatan rancangan RKP

terkait lingkup politik, hulum,
pertahanan, dan keamanan dengan
RPJN

100%

100%

100%

100%

100%

6. % kesesuaian antara muatan
rancangan REP terkait linglkup politik,
hukum, pertahanan, dan keamanan
dengan lingkup lainnya dalam RKP

100%

100%

100%

100%

100%

7. % ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksana an rencana pembangunan
nasional terkait lingkup poliik, hukum,
pertahanan, dan keamanan:

- RPN
- RKP

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

x&%&;;@m_%j@
Politik, Hukum,
Pertahanan, dan
Keamanan
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselen |: Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Formulir1b

PROGRANVKEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

TARGET
INDIKATOR

2010 2011 212 2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

21

[T ) ] ]

[

[E]

[E]

4. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJMN tahun berjalan terkait
lingkup politik, hukum, pertahanan, dan
keamanan yang dipantau:

- RPJWN - - 100% -
- FKP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

9. % ketepatan waktu penyelesaian 100% 100% 100% 100%
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanfevaluasi
kebijakanskajian terkait lingkup politik,
hukum, pertahanan, dan keamanan

100%

10. % kesesuaian rancangan Renstra KL 100% - - -
terkait lingkup politik, hukum,
pertahanan, dan keamanan dengan
target'sasaran dalam rancangan
RP.JMN

. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup 100% 100% 100% 100%
politik, hukum, pertahanan, dan
keamanan dengan RKP dan pagu
indikatif

100%
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENC ANAAN PENMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselen |: Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Formuliri.b

PROGRANYKEGIATAN

OUTCOMESOUTPUT

INDIKATOR

2010

2011

TARGET

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

[l

]

]

4

[l

Program

Qutcome

Program Perencanaan Pembangunan
Magional

Meningkatnya ku alitas rancangan rencana
pembangunan dan pendanaan nasional
terkait lingkup kemiskinan,
ketenagakerjaan, dan usaha kecil
menengah

1. % kesesuaian antara muatan
rancangan RPJWN terlait lingkup
kemiskinan, ketenagakerjaan, dan
usaha kecil menengah dengan RPJPN

100%

100%

2. % kesesuaian antara muatan
rancangan RPJWM terlait lingkup
kemiskinan, ketenagakerjaan, dan
usaha kecil menengah dengan vis
misi, dan program Presiden terpilih

100%

100%

3. % kesesuaian antara muatan
rancangan RPJWN terlait lingkup
kemiskinan, ketenagakerjaan, dan
usaha kecil menengah dengan lingkup
lainmya dalam RPJMKN

100%

100%

4. Rancangan RPJMM terkait lingkup
kemiskinan, ketenagakerjaan, dan
usaha kecil menengah memiliki sasaran
dan indikator vang terukur sesuai
kebijakan/pedoman vang ditetapkan

100%

100%

5. % kesesuaian muatan rancangan REP
terkait lingkup kemiskinan,
ketenagakerjaan, danusaha kecil
menengah dengan RPJMN

100%

100%

100%

100%

100%

6. % kesesuaian antara muatan
rancangan RKP terkait lingkup
kemiskinan, ketenagakerjaan, dan
usaha kecil menengah dengan lingkup
lainnya dalam RKP

100%

100%

100%

100%

100%

7. % ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nagional terkait lingkup kemiskinan,
ketenagakerjaan, danusaha kecil
menengah

- RPJWN
- RKP

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

x&auczmzam_%:@
Kemiskinan,
Ketenagakerjaan, dan
Usaha Kesil Menengah
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENC ANAAN PENMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Formuliri.b

PROGRAMKEGIATAN

CUTCOMESOUTPUT

INDIKATOR

210

2011

TARGET

2012

2013

UNIT ORGANISASI

2014 PELAKSANA

[l

]

Il

[

] 2]

3.

[£]

% program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJMN tahun berjalan terkait
lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan,
dan usaha kecil menengah vang
dipantau

- RPJMN

- REP

30%
30%

40%
40%

50%
50%

50%
50%

50%
50%

% ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan‘evaluasi
kebijakanfajian terkait lingkup
kemiskinan, ketenagakerjaan, dan
usaha kedl menengah

100%

100%

100%

100%

100%

% lkesesuaian rancangan Renstra KL
terkait lingkup kemiskinan,
ketenagakerjaan, danusaha kel
menengah dengan target/sasaran
dalam rancangan RPJMN

100%

% kesesuaian Renja KL terkait linghup
kemiskinan, ketenagakerjaan, dan
usaha kedil menengah dengan RKP
dan pagu indikatif

100%

100%

100%

100%

100%
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Unit Kerja Eselen |: Kedeputian Bidang Ekonomi

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Formulir1.b

PROGRANIKEG IATAN

CUTCOMEICUTPUT

INDIKATOR

2010

2011

TARGET

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

0]

]

5]

IC]

]

15

Program

QOutcome

Program Perencanaan Pembangunan
Masional

eningkatrya kualitas rancangan rencana
pembangunan dan pendanaan nasional
terkait lingkup ekonomi

% kesesuaian antara muatan
rancangan RP VN terkait linglup
ekonomi dengan RPJPH

100%

100%

% kesesuaian antara muatan
rancangan RP VN terkait linglup
ekonomi dengan wisi, misi, dan program
Presiden terpilih

100%

100%

% kesesualan antara muatan
rancangan RP MM terkait linglup
ekonomi dengan lingkup lainnya dalam
RPJMIN

100%

100%

Rancangan RP VN terlait lingkup
ekonomi memiliki sasaran dan indikator
wang terukur sesuai kebijakan/pedoman
vang ditetapkan

100%

100%

% kesesuaian muatan rancangan REP
terkait lingkup ekonomi dengan RPJMN

100%

100%

100%

100%

100%

% kesesuaian antara muatan
rancangan REP terkait linglkup ekonomi
dengan lingkup [ainnya dalam RKP

100%

100%

100%

100%

100%

% ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup ekonomi:

- RPJMN

- BKP

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

% program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJWN tahun berjalan terkat
lingkup ekonomi yang dipantau

- RPJMN

- BKP

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

% ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan/evaluasi
kebijakanfkajian terkait lingkup ekonomi

100%

100%

100%

100%

100%

Il
Kedeputian Bidang
Ekonomi
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Ekenomi

Formulir1.b

TARGET
PROGRANIKEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR e
2010 2011 2012 2013 2014
1) [£] €] i4) 3 ] ] [E] ]

10. % kesesuaian rancangan Renstra KL 100% - - - -
terkait lingkup ekanomi cengan
target/sasaran dalam rancangan
RPJMN

11. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup 100% 100% 100% 100% 100%

ekonomi dengan RKP dan pagu indikatit
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Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOMEICUTPUT

INDIKATOR

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

Formulir1.b

UNIT ORGANISAS|
PELAKSANA

]

2

3

4

)

0]

Program

Qutcome

Program Perencanaan Pembangunan
Nasional

eningkatrya kualitas rancangan rencana
pembangunan dan pendanaan nasional
terkait lingkup sumber daya alam dan
lingkungan hidup

% kesesuaian antara muatan
rancangan RPJWIN terkait lingkup
sumber daya alam dan lingkungan
hidup dengan RPJPN

100%

100%

% kesesuaian antara muatan
rancangan RPJWIN terkait linghup
sumber daya alam dan lingkungan
hidup dengan isi, misi, dan program
Presiden terpilih

100%

100%

% kesesuaian antara muatan
rancangan RPJWN terkait lingkup
sumber dava alam dan lingkungan
hidup dengan lingkup lainma dalam
RPJMN

100%

100%

Rancangan RPJMM terkait lingkup
sumber davya alam dan lingkungan
hidup memiliki sasaran dan indikator
yang terukur sesuai kebijakan/pedoman
yang ditetaplan

100%

100%

% kesesuaian muatan rancangan RKP
terkait linglup sumber daya alam dan
lingkungan hidup dengan RPJMN

100%

100%

100%

100%

100%

% kesesuaian antara muatan
rancangan RKP terkait linglup sumber
daya alam dan lingkungan hicdup
dengan lingkup lainnya dalam RKP

100%

100%

100%

100%

100%

% ketepatan waktu penyelesaian
laperan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup sumber daya
alam dan lingkungan hidup

- RPN

- RKP

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

9
Fedeputian Bidang
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
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KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TARGET PEMBANG UNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Formulir1.b

PROGRANIKEGIATAN

OUTCOMEOUTPUT

INDIKATOR
2010

2011

TARGET

2012

213

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

W]

4

[c)]

U]

]

[E]

8. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJWMM tahun berjalan terkait
lingkup sumber daya alam dan
lingkungan hidupyang dipantau:

- RPN 100%
- RkP 100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

9. % ketepatan waktu penyelesaian 100%
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanfevaluasi
kebijalan/kajian terkait linglkup sumber
dava alam dan lingkungan hidup

100%

100%

100%

100%

10. % kesesuaian rancangan Renstra KL 100%
terkait lingkup sumber daya alam dan
lingkungan hidup dengan target/sasaran
dalam rancangan RPJWN

. % kesesuaian Renja KL terkait linglkup 100%
sumber daya alam dan lingkungan
hidup dengan REP dan pagu indikatif

100%

100%

100%

100%
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Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KENENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

PROGRAMIKEGATAN

OUTCOMEOUT PUT

INDIKATOR

2010

2011

TARGET

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

[\

(a

13

(4

3]

Program

Outcome

Program Perencanaan Pembangunan
Nasional

Ileningkatnya kualitas rancangan rencana
pembangunan dan pendanaan nasional
terkait lingkup sarana dan prasarana

1. % kesesuaian antara muatan
rancangan RPJMN terkait linglup
sarana dan prasarana dengan RPJPN

100%

100%

2. % kesesuaian antara muatan
rancangan RPJMN terkalt lingkup
sarana dan prasarana dengan vi
dan program Presiden terpilih

100%

100%

3. % kesesuaian antara muatan
rancangan RPJMN terkait lingkup
sarana dan prasarana dengan lingkup
lainmya dalam RPJNN

100%

100%

4. Rancangan RP VN terkait lingkup
sarana dan prasarana memiliki sasaran
dan indikator yang terukur sesuai
kebijakan/pedoman yang ditetapkan

100%

100%

5. % kesesuaian muatan rancangan RKP
terkait lingkup sarana dan prasarana
dengan RPJMN

100%

100%

100%

100%

100%

6. % kesesuaian antara muatan
rancangan RKP terkait lingkup sarana
dan prasarana dengan linglkup lainnya
dalam RKP

100%

100%

100%

100%

100%

7. % ketepatan wakiu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup sarana dan
prasarana;

- RPJMN
- RKP

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

4. % program atau kegiatan dalam REP
dan RPJMN tahun berjalan terkait
lingkup sarana dan prasarana yang
dipantau:

- RPJMN
- RKP

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

e
Kedeputian Bidang
Sarana dan Prasarana
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

Formulir1.b

TARGET
PROGRAMKEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR v
2010 2011 2012 2013 2014
i1 2 3 14 (i) &) o] [E] ]
9. % ketepatan waktu penyelesaian 100% 100% 100% 100% 100%
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan/evaluasi
kebijakan/kajian terkait linglkup sarana
dan prasarana
10. % kesesuaian rancangan Renstra KL 100% - - - -
terkait lingkup sarana dan prasarana
dengan target/sasaran dalam
rancangan RPJMN
11. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup 100% 100% 100% 100% 100%

sarana dan prasarana dengan RKP dan
pagu indlikatif
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Pengembangan Regicnal dan Otenemi Daerah

Fermuliri.b

PROGRAMIKEGATAN

OUTCOMEOUT PUT

INDIKATOR

2010

2011

TARGET

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

[\

(a

13

(4

13

3]

Program

Outcome

Program Perencanaan Pembangunan
Nasional

Ileningkatnya kualitas rancangan rencana
pembangunan dan pendanaan nasional
terkait lingkup pengembangan regional dan
ctenemi daerah

1. % kesesuaian antara muatan
rancangan RPJMN terkait lingkup
pengembangan regional dan otonomi
daerah dengan RPJPH

100%

100%

2. % kesesuaian antara muatan
rancangan RPJMN terkait linglup
pengembangan regional dan otonomi
daerah dengan wisi, misi, dan program
Presiden terp

100%

100%

3. % kesesuaian antara muatan
rancangan RPJMN terkait linglup
pengembangan regional dan otonomi
daerah dengan lingkup lainmya dalam
RPJMM

100%

100%

4. Rancangan RP VN terkait lingkup
pengembangan regional dan otenomi
daerah memiliki sasaran dan indikator
yang terukur

100%

100%

5. % kesesuaian muatan rancangan RKP
terkait lingkup pengembangan regional
dan otonomi daerah dengan RPJWN

100%

100%

100%

100%

100%

6. % kesesuaian antara muatan
rancangan RKP terkatt lingkup
pengembangan regional dan otonomi
daerah dengan lingkup lainnya dalam
RKP

100%

100%

100%

100%

100%

7. % ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup pengembangan
regional dan otonomi daerah:

- RPJMN
- RKP

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

xm%c&&:@mam:m
Pengembangan
Regional dan Otonomi
Daerah
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/IBADAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Pengembangan Regienal dan Otonomi Daerah

Formuliri.b

PROGRAMKEG IATAN

OUTCOMESOUTPUT

TARGET
INDIKATOR

2010 2011 2012 213

2014

UNIT ORGANISAS|
PELAKSANA

i)l

4] ] 1] ]

]

51
3. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJMM tahun berjalan terkait
lingkup pengembangan regional dan
otonomi daerah yang dapat dipantau:
- RPJMN - - 100% -
- RKP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

9. % ketepatan waktu penyelesaian 100% 100% 100% 100%
laparan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan/evaluasi
kebijakanfajian terkait linghkup
pengembangan regional dan ctonomi
daerah

100%

10. % kesesuaian rancangan Renstra KL 100% - - -
terkait lingkup pengembangan regional
dan otonomi daerah dengan
target/sasaran dalam rancangan
RPJh

. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup 100% 100% 100% 100%
pengembangan regional dan ctonomi
daerah dengan RKP dan pagu indikatif

100%
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-1 -

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENC ANAAN PENBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

Formulir1.b

PROGRAMIKEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

INDIKATOR
2010

2011

TARGET

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

)]

[E]

<] IC]

13

5)

Program

Quteome

Program Perencanaan Pembangunan
hasional

Ieningkatrya kualitas rancangan rencana
pendanaan pembangunan nasional

1. % kesesuaian muatan rancangan 100%
rencana pendanaan pembangunan
nasional dalam rancangan RPN
dengan wisi, misi, dan program

100%

2. Rancangan rencana pendanaan 0%
pembangunan nasional dalam
rancangan RPJMMN memiliki sasaran
dan indikator yang terukur sesuai
kebijakan/pedoman vang ditetapkan

100%

3. Rancangan rencana pendanaan 80%
pembangunan nasional dalam
rancangan REP memiliki sasaran dan
indikator yang terukur sesuai
kebijakan/jpedoman vang ditetapkan

90%

100%

100%

100%

4. % kesesuaian muatan rancangan 100%
rencana pendanaan pembangunan
nasional dalam rancangan RKP
dengan pendanaan dalam RPJMN

100%

100%

100%

100%

5. dumlah dokumen rancangan rencana 1 paket
pendanaan pembangunan nasional

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

6. % ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pendan aan
pemban gunan

- RPJMN 100%
- RKP 100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

7. % program atau kegiatan dalam REP
dan RPJMM tahun berjalan terkait
lingkup pendanaan pembangunan yvang
dipantau:

- RPJMN 100%
- RKP 100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

LE]
Kedeputian Bidang
Pendanaan
Pembangunan
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselen |: Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

Formulir1.b

TARGET
PROGRAMIKEGIATAN OUTCOMEIOUTPUT INDIKATOR cz_vqmmmm%w_
2010 2014 2012 2013 2014
)] (& ] IC] ] (1] ) i) L]
8. % ketepatan waktu penyelesaian 100% 100% 100% 100% 100%

laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan/evaluasi
kebijakan/kajian terkait lingkup
pendanaan pembangunan

9. % ketepatan waktu penyelesaian 100% 100% 100% 100% 100%
laporan koordinasi pelaksanaan
rencana pendanaan pembangunan
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Formulir1.b
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL
Unit Kerja Eselon I: Inspektorat Utama
TARGET
PROGRAMKEGIATAN OUTCOMEIOUTPUT INDIKATOR st
2010 2011 2012 2013 2014
i1 [E] 5] 0] i8] I @ ] 5]
Program Outcome Inspektorat Ltama
Program Pengawasan dan Peningkatan Meningkatnya efeltivitas SPIP di 1. Tingkat efeltivitas SPIP di Kementerian 8 8 [ [ 7
Akuntabilitas Aparatur Bappenas Kementerian PPN/ Bappenas PPN/ Bappenas
2. Tingkat kepuasan internal di bidang 60% 65% 0% 75% 0%
pengawasan
3. Jumlah LHP yang disampaikan ke 9 9 9 9 E}
Menteri PPNA epala Bappenas
4. Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi - - - - 100%
5. Terseda danterlaksananya sistem - - - - 100%
pengendalian internal yang efektif
8. % temuan yang ditindaklanjuti - - - - 100%
7. Opini BPK atas LK KL WTP WTP WTP WTP WTP
g, % unit pelayanan publik yang - - - - 100%
menerapkan manajemen pengaduan
vang efeldif
9. % penerapan SAKIP (renstra, penilaian - - - - 100%

kinerja, kontrak kinerja, pengendalian,
dlly
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselen |: Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasienal

Formulir1.b

TARGET
PROGRANVKEGIATAN OUTCOMEJOUTPUT INDIKATOR L AeoAts
2010 2011 2012 2013 2014
(1] 7] 3] [0 5] if) ] i8] )
Kegiatan Qutput Staf Ahli Menteri
Kegiatan penyusunan perencanaan kebijakan | Dokumen hasil telaahan sesuai bidangnya. % hasil telaahan yang dimanfaatkan oleh 100% 100% 100% 100% 100% PPM/Kepala Bappenas

pembangunan berupa kajiantelaahan

Pimpinan Kementerian PPR/Bappenas dan
unit kerja lainnya, serta pihal-pihalk lain yang
memiliki keterkaitan isu

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA
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ANAK LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR 4 TAHUN 2014

Formuliri.c
TARGET PEMBANG UNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalfSekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasienal
TARGET
PROGRANIKEG IATAN OUTCOMEIOUTPUT INDIKATOR czwmmmmmn_p_wpm_
2010 2011 2012 213 2014
i = [E] 14) i) ] ] ] I
Kegiatan Qutput Biro Hubungan
Kegiatan pelayanan kehumasan, Dokumen hasil pelaksanaan kehumasan, 1. % penyelesaian kegiatan kehumasan, 100% 100% 100% 100% 100% Magyarakat dan Tata
keprotokolanfpersidangan, dan keprotokolan/ persidangan, can keprotokolan/persicangan, Usaha Pimpinan
ketatausahaan pimpinan ketatausahaan pimpinan ketatausahaan pimpinan
2. % jumlah lembaga vang menjad objek 60% 0% 0% 0% 100%
kehumasan (pemerintah maupun
masyarakaf)
3. Ketepatan waktu penyelesaian dalam 100% 100% 100% 100% 100%
mendukung pelayanan kehumasan,
keprotokolan/persidangan, dan
ketatausahaan pimpinan
4. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

kehumasan, kepretokolan/persidangan,
dan kefatausahaan pimpinan
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Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan NasienalfSekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasienal

TARGET PEMBANG UNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Fermulird.c

TARGET
PROGRANIKEGIATAN OUTCOME/QUTPUT INDIKATOR e et
2010 2011 2012 2013 2014
i 7] [E] 14 i3] 5 ] ] [C]
Kegiatan Quiput Biro Sumber Daya
Kegiatan penyusunan kebijakan dan Dokumen pelaksanaan penyusunan 1. % perencanaan dan mutasi pegawai 0% 95% 100% 100% 100% Manusgia
pelayanan kepegawaian kebijakan dan pelayanan kepegawaian
2. % pencapaian target pengembangan 5% 90% 94% 95% 95%
0M
3. % pencapaian target hasil pengelolaan 90% 95% 96% 100% 100%
jabatan fungsicnal
4. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 32 32 32 1" 3
kediatan pengelolaan SDM dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
4. % pelaksanaan reformasi birokrasi 60% 30% 0% 95% 100%
Kementerian PPH/Bappenas melalui
penataan manajemen sumber daya
manusia
6. % pelaporan penanganan pelanggaran - - - - 100%
o
7. % pejabat telah menandatangani dan - - - - 100%
melaksanakan pakta integritas
8 % pejabat yang menerima - - - - 100%
pemberitahuan tentang kewajiban
penyerahan LHKPN
9. Tersedianya sistem rekrutmen yang - - - - 100%
transparan
10, Tersedianya sistem penilaian kinefja - - - - 100%
yang terukur
11. Tersedianya sistem promosi dan mutasi - - - - 100%

yang terbuka dan transparan
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Formuliri.c
TARGET PENBANG UNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENC ANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENC ANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Unit Kerja Eselen |: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan NasienaliSekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
TARGET
PROGRAMKEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR s AeaAA
2010 2011 2012 213 2014
Iif] 2] 3 4 (3 [] iG] (5 IC]
Kegiatan Qutput Biro Hukum
Kegiatan pembinaan dan pelayanan hukum Dokumen pelaksanaan pelayanan hukum, % penyelesaian kegiatan pemyusunan 100% 100% 100% 100% 100%
meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, bantuan
bantuan hukum, serta pengembangan dan hukum, serta pengembangan dan
informasi hukum informasi hukum
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 3jenis 3jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis
penyusunan peraturan perundan g- dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
undangan, bantuan hukum, serta
pengembangan dan informasi hukum
Ketepatan waktu penyelesaian dalam 90% 5% 100% 100% 100%

mendulkung pelayanan penyusunan
peraturan perundang-undangan, bantuan
hukum, serta pengembangan dan
informasi hukum




Fermulird.c

TARGET PEMBANG UNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan NasienalfSekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasienal
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TARGET
PROGRAMIKEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR N aatn
2010 2011 2012 2013 2014
] 2 3 L] (4) ] ] ] ]
Kegiatan Qutput Biro Perencanaan,
Kegiatan penyusunan perencanaan, analisis Dokumen hasil pelaksanaan di bidang 1. % pelaksanaan reformasi birokrasi 20% 100% - - - Organisasi, dan Tata
organicasi, dan tata laksana perencanaan, organisasi, dan tata laksana Kementerian PPMN/Bappenas melalui Laksana
penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan
2. % jumlah kontralk kinetja tahunan unit 100% 100% 100% 100% 100%
kerja eselon | dan 1l Kementenan
PPN/Bappenas
3 % kesesuaian kegiatan unit-unit kerja 100% 100% 100% 100% 100%
eselon | dan |1 dengan tupoksinya
4 % kesesuaian RKA Kementerian 100% 100% 100% 100% 100%
PPh/Bappenas dengan pagu indikatit
pemerintah
5. Ketepatan wakiu penyelesaian 100% 100% 100% 100% 100%
pelaksanaan perencanaan, organisas,
dan tata laksana
6. Rata-rata ketepatan waltu penyampaian 100% 100% 100% 100% 100%
laporan kegiatan dan anggaran
7. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan di
bidang perencanaan, kelembagaan, dan
ketatalaksanaan:
- Perencanaan (Renja, RKAKL DIPA) 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
- Monewv fLaporan money, laporan PP
39, LAKIP) 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
- Organisasi {peraturan organisas), 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
laporan evaluasi)
- Ketatalaksanaan {SOP/Pedoman) 1 dokumen 1 cokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
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Formulir1.c
TARGET PEMBANG UNAN UNTUK TAHUN 20102014
KEMENTERIAN PERENC ANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENC ANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Unit Kerja Eselon |: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
TARGET
PROGRAMKEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR e
2010 2011 2012 2013 2014
i 7] [E] 14 i) 8 ] ] ]
Kegiatan Qutput Biro Umum
Kegiatan pelayanan umum dan keuangan Dokumen pelaksanaan pelayanan umum 1. Tingkat kepuasan internal terhadap E0% £0% 0% 0% 0%
yang mencakup: pengelolaan perlengkapan pelaanan umum
dan tata usaha, urusan dalam, verifikasi 2. % pemyelesaian kegiatan pengelolaan 70% 7% 80% 0% 100%
anggaran, dan administrasi keuangan perlengkapan dan tata usaha, urusan
dalam, werifikasi angoaran, dan
administrasi keuangan
3. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 23 23 23 23 23
pengelolaan perlengkapan dan tata dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
usaha, urusan dalam, wverifikasi
anggaran, dan administrasi keuangan
4. Ketepatan walkiu penyelesaian dalam 0% 0% 0% 90% 100%
mendukung pelavanan pengelolaan
perlengkapan dan tata usaha, urusan
dalam, werifikasi anggaran, dan
administrasi keuangan
5. % pengadaan menggunakan e- - - - - 5%
procurement
5. Dpini BPK atas LK KL WTP WTP WTP WTP WTP
Kegiatan peningkatan fasilitas pelayanan Tersedianya sarana dan prasarana kerja % ketersediaan sarana dan prasarana B0% 60% 0% 0% 0%

umum dan operasional

yang memacal

aparatur Kementerian PPN/Bappenas
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Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionaliSekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TARGET PEMBANG UNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Fermulir1.c

TARGET
PROGRAMVKEGIATAN OUTCOMEIOUTPUT INDIKATOR s
2010 2011 2012 2013 2014
il 2] @ T ] 5] m IE] ]
Kegiatan Qutput Pusat Pembinaan,
Kegiatan pembinaan perencana dan Dokumen hasil pelaksanaan pembinaan % kesesuaian hasil kajian diklat dan JFP 5% 35% 0% 0% 5% Pendidikan dan
penyelenggaraan diklat perencanaan perencana dan penyelen goaraan ciklat yang digunakan dalam perumusan Pelatihan Perencana
perencana kehijakan diklat dan JFP

% target hasil seleksiyang tercapai A0% 85% 25% 0% 90%

% peserta diklat yang telah diseleksi 25% 85% 25% 0% 0%

sesuai dengan tupoksi

% target penempatan vangtercapai 5% 85% 5% 0% 0%

% jumlah peserta yang dimonitor 20% 35% 5% 0% 0%

bethasil dalam menyelesaikan studi

% kegiatan akreditasi dan penilaian yang 0% 90% 0% 5% 95%

dilaksanakan

Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis

pembinaan perencana dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

penyelenggaraan diklat perencanaan
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Unit Kerja Eselon |: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan NasienaliSekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TARGET PEMBANG UNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Formuliri.c

PROGRAMIKEGIATAN

OUTCOMEMOUTPUT

INDIKATOR

2010

201

TARGET

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

il

2

o]

]

]

Kegiatan

Qutput

Kegiatan pengelolaan data dan informasi
perencanaan pembangunan nasional

Dokumen pengelolaan data dan informasi
perencanaan pembangunan nasional

% tingkat kemapanan prasarana TI
foliukur dari kapasitas dan ketersediaan)

30%

31%

32%

3%

34%

% tingkat implementasi aplikasi sesuai
dengan kebutuhan {pengembangan dan
evaluasi)

80%

80%

30%

80%

0%

% tingkat ketersediaan dan penyajian
data dan informasi (kualitas
datadnformasi yang tersedia dan

penyajian)

83%

86%

86%

6%

% tingkat ketersediaan bahan
kepustakaan dan berfungsinya kearsipan
{tersedianya bahan pustaka dan
pedoman kearsipan)

30%

86%

39%

30%

35%

Tersusunnya rencana penarapan e-
goiemment yang konkrit dan terukur

100%

lianajemen kearsipan dan dokumentasi
suclah dilaksanakan dengan sistem
berbasis TIK

100%

Pugat Data dan
Informasi Perencanaan
Pembangunan
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Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAMKEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

TARGET PENMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PENMBANGUNAN NASIONAL

INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

Fermulir1.c

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

]

[E]

(4

[ih]

Kegiatan

Output

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingkup kesehatan dan gizi masyarakat

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
kesehatan dan gizi masyarakat

1. % kesesuaian muatan rancangan
RP WM terkait lingkup kesehatan dan
aizi masyarakat dengan wisi, misi, dan
program Presiden terpilh

100%

100%

2. Rancangan RPJMN terkait lingkup
kesehatan dan gizi masyarakat memiliki
sasaran dan indikator yang terukur
sesuai kebijakan/pedoman yang
ditetapkan

100%

100%

3. % kesesuaian muatan rancangan RKP
terkait lingkup kesehatan dan gizi
masyarakat dengan RPJMN

100%

100%

100%

100%

100%

4. Rancangan RKP terkait lingkup
kesehatan dan gizi masyarakat memiliki
sasaran dan indikator yang terukur
sesuai kebijakan/pedoman yang
ditetapkan

100%

100%

100%

100%

100%

5. Jumlah dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
kesehatan dan gizi masyarakat

- RPJNN
- RKP

1 dokumen
1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

6. % ketepatan wakiu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup kesehatan dan
gizi masyarakat:

- RPJMN
- RKF

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

7. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJMM tahun berjalan terkait
lingkup kesehatan dan gizi masyarakat
yang dipantau:

- RPJMN
- RKP

100%
100 %

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

[C]
Direktorat Kesehatan
dan Gizi Masyarakat
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Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRANIKEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

Formulir1.c

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

i)

2]

3

]

]

]

]

3]

[C]

Jumlah laporan pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup kesehatan dan
izl masyarakat secara berkala sesuai
yang direncanakan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

% ketepatan wakiu penyelesaian
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanfevaluasi
kebijakanfkajian terkait lingkup
kesehatan dan gizi masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

. Jumlah [aporan hasil evaluasi

pelaksanaan rencana
pembangunan/evaluas kebijakankajian
terkait lingkup kesehatan dan gizi
masyarakat

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

. % kesesuaian rancangan Renstra KL

terkait lingkup kesehatan dan gizi
masyarakat dengan target/sasaran
dalam rancangan RPJWN

100%

. % kesesuaian Renja KL terkait linghup

kesehatan dan gizi masyarakat dengan
REP dan pagu indikatif

100%

100%

100%

100%

100%

Jurmlah laporan hasil koordinasi

pemyusUnan rencana pembangunan
nasional {termasuk substansi rencana
dan pembiayaannyatupiah murni dan
PHLM) terkait ingkup kesehatan dan
izl magyarakat

3laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan
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Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRANVKEGIAT AN

TARGET PENMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PENMBANGUNAN NASIONAL

OUTCOMEICUTPUT

TARGET

INDIKATOR
2010 2011 2012 2013

2014

Formulir1.c

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

)]

12

3 I 1) (5 (7

Kegiatan

Quiput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingkup pendidikan

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
pendidikan

1. % kesesuaian muatan rancangan - - - -
RP UM terkait inglkup pendidikan
dengan wisi, misi, dan program
Presiden terpilih

100%

2. Rancangan RPJWN terkait lingkup - - - -
pendidikan memiliki sasaran dan
indikator yang terukur sesuai
kebijakan/padoman yang ditetapkan

100%

3. % kesesuaian muatan rancangan - - - 100%
RKP terkait lingkup pendidikan
dengan RPJMN

100%

4. Rancangan RKP terkatt lingkup - - - 100%
pendidikan memiliki sasaran dan
inclikator yang terukur sesuai
kehijakan/pedoman yang ditetapkan

100%

5. Jumlah dokumen rancangan rencana - - -
pembangunan nasional terkait lingkup
pendidikan

- RPJMN -
- RKP 1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

8. % ketepatan waktu penyelesaian - - -
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup pendidikan:

- RPJMN -
- BKP 100%

100%
100%

7. % program atau kegiatan dalam RKP - - -
dan RPJMM tahun berjalan terkait
lingkup pendidikan yang dipantau;

- RPJNM 100%
- BKP 100%

100%
100%

4. Jumlah laporan pemantauan atas - - - 3 laporan
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup pendidikan
secara berkala sesuaivyang
direncanakan

3 laporan

L]
Direktorat Pendidikan
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Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAMIKEGIATAN

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

OUTCOMEICUTPUT

TARGET

INDIKATOR
2010 2011 2012 2013

2014

Fermulir1.c

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

)]

2)

IC] 13 ]

[C]

[E] I
4. % ketepatan waktu penyelesaian - - - 100%
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanfevaluasi
kebijakanfajian terkait lingkup
pendidikan

)
100%

10, Jumlah laporan hasil evaluasi - - - 3 laporan
pelaksanaan rencana
pemban gunan/evaluasi
kebijakanskajian terkait lingkup
pendidikan

3 laporan

11. % kesesuaian rancangan Renstra KL - - - -
terkait lingkup pendidikan dengan
targetisasaran dalam rancangan
RP JiiM

12, % kesesuaian Renja KL terkait linghup - - - 100%
pendidikan dengan RKP dan pagu
indikatif

100%

13, Jumlah laporan hasil koordinasi - - - 3 laporan
penyusUnan rencana pembangunan
nasional ffermasuk substansi rencana
dan pembiayaannyaltupiah muri dan
PHLM) terkait lingkup pendidikan

3 laporan
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Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

INDIKATOR

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

Formulir1.¢

UNIT ORGANISAS]
PELAKSANA

)]

21

3

(4

13

[C]

Kegiatan

Output

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingeup kependudukan, pemberdayaan
perempuan, dan petincungan anak

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup

kependudukan, pemberdayaan perempuan,

dan perlindungan anak

% kesesuaian muatan rancangan
RPN terkait inghkup kependudukan,
pember dayaan peremplian, dan
petlindungan anak dengan wisi, misi,
dan program Presiden terpilih

100%

100%

Rancangan RPJMMN terkait lingkup
kependudukan, pemberdayaan
perempuan, dan perlindungan anak
memiliki sasaran dan indikator yang
terukur sesuai kebijakan/pedoman yang
ditetapkan

100%

100%

% kesesuaian muatan rancangan RKP
terkait linghkup kependudukan,

pember dayaan perempuan, dan
petlindungan anak dengan RPN

100%

100%

100%

100%

100%

Rancangan RKP terkait lingkup
kependudukan, pemberdayaan
petempuan, dan petlindungan anak
memiliki sasaran dan indikator vang
terukur sesuai kebijakan/pedoman yang
ditetaplkan

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
kependudukan, pemberdayaan
perempuan, dan perlindungan anak:

- RPJMN

- RKP

1 dokumen
1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

Direltorat
Kependudukan,
Pemberdyyaan
Perempuan, dan
Petlindungan Anak
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Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRANMIKEGIATAN

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PENMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

OUTCOME!OUTPUT

TARGET

INDIKATOR
2010 2011 2012 2013

2014

Formuliri.c

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

12

3 14 13 ] L]

[E]

6. % ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup kependudukan,
pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak

- RPJMK - - 100% -
- RKP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

7. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJMN tahun berjalan terkait
lingkup kependudukan, pemberdayaan
perempuan, dan petlindungan anak
yang dipantau;

- RPJMK 100% 100% 100% 100%
- RKP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

4. Jumlah laporan pemantauan atas 3 laparan 3 laporan 3 laporan 3 laparan
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup kependudukan,
pemberdayaan perempuan, dan
petindungan anak secara berkala
sesuai yang direncanakan

3 laporan

9. % ketepatan wakiu penvelesaian 100% 100% 100% 100%
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanfevaluasi
kebijakan/kajian terkait lingkup
kependuculkan, pemberdayaan
perempuan, dan petlindungan anak

100%

10, Jumlah laperan hasil evaluasi 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan
pelaksanaan rencana
pembangunanfevaluasi kebijakanfkajian
terkait lingkup kependudukan,
pemberdayaan perempuan, dan
petindungan anak

3 laporan
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Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Formulir1.c

TARGET
PROGRANVKEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR czﬁ%ﬂm%w_
2010 2011 2012 2013 2014
] 2] ] 41 5] 7] ] i) ]
11. % kesesuaian rancangan Renstra KL 100% - - - -
terkait lingkup kependudukan,
pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak dengan
targel/sasaran dalam rancangan
RPJWN
12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup 100% 100% 100% 100% 100%
kependudukan, pemberdayaan
perempuan, dan perlindungan anak
dengan RKP dan pagu indikatif
13. Jumlah laporan hasil koordinasi 3laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan

pemyUsUnan rencana pembangunan
nasional (termasuk substansi rencana
dan pembiayaannya’upiah murni dan
PHLM) terkait ingkup kependudukan,
pemberdayaan perempuan, dan
petlindungan anak
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Unit Ketja Eseleon I Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRANIKEGIATAN

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PENMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

OUTCOMEIOUTPUT

TARGET
INDIKATOR

2010 2011 2012 2013

2014

Formulir1.c

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

(2

(3 4 11 1) ]

IE]

Kegiatan

Quiput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingkup agama, kebudayaan, pemuda, dan
olahraga

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
agama, kebudayaan, pemuda, dan
olahraga

1. % kesesuaian muatan rancangan - - - -
RPJW terkait ingkup agama,
kebudayaan, pemuda, dan olahraga
dengan wisi, misi, dan program
Presiden terpilih

100%

2. Rancangan RPJMN terkait lingkup - - - -
agama, kebudayaan, pemuds, dan
olahraga memiliki sasaran dan
inclikator yang terukur sesuai
kebijakandpedoman yang ditetapkan

100%

3. % kesesuaian muatan rancan gan - - - 100%
REP terkait lingkup agama,
kebudayaan, pemuds, dan olahraga
dengan RPJMN

100%

4. Rancangan REP terkait lingkup - - - 100%
agama, kebudayaan, pemuds, dan
olahraga memiliki sasaran dan
indikator yang terukur sesuai
kebijakan/pedoman vang ditetapkan

100%

5. Jumlah dokumen rancangan rencana - - -
pembangunan nasional terkait lingkup
agama, kebudayaan, pemuda, dan
olahraga

- RPJWN -
- RKP 1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

6. % ketepatan waktu penyelesaian - - -
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup agama,
kebudayaan, pemuds, dan olahraga

- RPJWN -
- RKP 100%

100%
100%

Direltorat Agama,
Kebudayaan, Pemuda,
dan Qlahraga
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UnitKetja Eselon I: Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRANYKEGIATAN

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/EADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

OUTCOME!OUTPUT

TARGET

INDIKATOR
2010 2011 2012 2013

2014

Formuliri.c

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

)]

12

3 14 Lc]] U] ]

[C]

7. % program atau kegiatan mitra kerja - - -
dalam REP dan RPJWMM tahun
berjalan terkait linglkup agama,
kebudayaan, pemudsa, dan olahraga
yang dipantau:

- RPJWN 100%
- RKP 100%

100%
100%

& Jumlah laporan pemantauan atas - - - 3 laporan
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup agama,
kebudayaan, pemuda, dan olahraga
secara berkala sesuai yang
direncanakan

3 laporan

9 % ketepatan wakiu penyelesaian - - - 100%
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanfevaluasi
kebijakanfkajian terkait lingkup
agama, kebudayaan, pemuda, dan
olahraga

100%

10, Jumlah laporan hasil evaluasi - - - 3 laporan
pelaksanaan rencana
pembangunan/evaluasi
kebijakan/kajian terkait lingkup
agama, kebudayaan, pemuda, dan
clahraga

3 laporan

11, % kesesuaian rancangan Renstra KL - - - -
terkait lingkup agama, kebudayaan,
pemuda, dan olahraga dengan
target'sasaran dalam rancangan
RPN

12, % kesesuaian Renja KL terkait lingkup - - - 100%
agama, kebudayaan, pemuda, dan
olahraga dengan RKP dan pagu
indikatif

100%
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Formuliri.c
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UnitKerja Eselon I: Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
TARGET
PROGRAMIKEGIATAN OUTCOMEJOUTPUT INDIKATOR cz.h%ﬂm%m_
2010 2011 2012 2013 2014
i 2 i3 [0 ] Gl [ =] i
13, Jumlah laporan hasil koordinasi - - - 3 laporan 3 laporan

pemyusUnan rencana pembangunan
nasional ftermasuk substansi rencana
dan pembiayaannyarupiah murmi dan
PHLM) terkait lingkup agama,
kebudayaan, pemuda, dan olahraga
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

UnitKetja Eselen | Kedeputian Bidang Pelitik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAMIKEGIAT AN

OUTCOMEIOUTPUT

TARGET

INDIKATOR
2010 2011 2012 2013

2014

Formuliri.c

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

)]

12

3 ] 1) (5 (]

Kegiatan

Quiput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingkup politik dan komunikasi

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
dan komunikasi

1. % kesesuaian muatan rancangan 100% - - -
RPJWIN terkait nghkup pol
komunikasi dengan wisi,

program Presiden terpilih

100%

2. Rancangan RPJWN terkait lingkup
politik dan kemunikasi memiliki sasaran
dan indikator yang terukur sesuai
kehijakan/pedoman vang ditetapkan

100%

3. % kesesuaian muatan rancangan RKP 70% 100% 100% 100%
terkait lingkup politik dan komunikasi
dengan RPJMN

100%

4. Rancangan RKP terkait lingkup politik 0% 100% 100% 100%
dan komunikasi memiliki sasaran dan
indikator yangterukur sesuai
kehijakan/pedoman vang ditetapkan

100%

5. Jumlah dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
politik dan komunikasi:

- RPJWN 1 dokumen - - -
- RKP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dolumen
1 dokumen

8. Y% ketepatan wakiu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup politik dan
komunikasi:

- RPN - - 100% -
- RKP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

7. % program atau kegiatan dalam RKP
can RPJMMN tahun berjalan terkait
lingfeup politik dan komunikasi vang
dipantau:

- RPINMN 90% 5% 100% 100%
- REP 0% 5% 100% 100%

100%
100%

L]
Direktorat Politik dan
Komunikasi
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PENMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselen |: Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAN/KEGIATAN CUTCOMEIOUTPUT INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

Formuliri.c

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

)] 12 3

G

Ioh]

[

0]

[

[C]

8. Jumlah laporan pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup politik dan
komunikasi secara berkala sesuai yang
direncanakan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

9. % ketepatan wakiu penyelesaian
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan/evaluasi
kebijakan/kajian terkait lingkup p
dan komunikasi

100%

100%

100%

100%

100%

10, Jumlah laporan hagil evaluasi
pelaksanaan rencana
pemban gunanfevaluas kebijakankajian
terkait lingkup politik dan komunikasi

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

. % kesesuaian rancangan Renstra KL
terkait lingkup politik dan komunikasi
dengan target/sasaran dalam
rancangan RPN

100%

12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup
politik dan komunikasi dengan REP dan
pagu indikatif

0%

100%

100%

100%

100%

13. Jumlah laporan hasil koordinasi
DeMyUSUNan rencana pembangunan
nasional {termasuk substansi rencana
dan pembiayaannyarupiah murni dan
PHLN} terkait lingkup politik dan
komunikasi

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 lapotan

2 laporan
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Pelitik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRANKEGIATAN

CUTCOMEICUTPUT

TARGET

INDIKATOR
2010 2011 2012 2013

2014

Fermulir1.c

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

W]

12

3 14 ) L1 (0]

Kegiat:

Qutput

.,
Perencanaan pembangunan nasional terkait

lingkup aparatur negara

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasicnal terkait lingkup
aparatur negara

1. % kesesuaian muatan rancangan 100% - - -
RPJWN terkait ingkup aparatur negara
dengan wisi, misi, dan program Presiden
terpilih

100%

2. Rancangan RPJMM terkait lingkup
aparatur negara memiliki sasaran dan
indikator yang terukur sesuai
kehijakanfpedoman yvang ditetapkan

100% - - -

100%

3. % kesesuaian muatan rancangan RKP 100% 100% 100% 100%
terkait lingkup aparatur negara dengan
RPN

100%

4. Rancangan BEP terkait lingkup 100% 100% 100% 100%
aparatur negara memiliki sasaran dan
indikator yang terukur sesuai
kebijakan/pedoman yang ditetapkan

100%

5. Jumlah dekumen rancangan rencana
pembangunan nasichal terkait lingkup
aparatur negara:

- RPJWN 1 dokumen - - -
- RKP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

6. % ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait linglkup aparatur negara:

- RPJMN - - 100% -
- REP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

7. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJWM tahun berjalan terkait
lingkup aparatur negara yang dipantau:

- RPJMN - - 100% -
- REP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

4. Jumlah laporan pemantauan atas 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup aparatur negara
secara berkala sesuai yang
direncanakan

1 laporan

]
Direlktorat Aparatur
Negara
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Formulir1i.c
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALJBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
TARGET
PROGRANVKEGIATAN OUTCOMEIOUTPUT INDIKATOR cz_mmmMm%w_
2010 2011 2012 2013 2014
] 7] £l T ) Il ] i) i8]
9. % ketepatan wakiu penyelesaian 100% 100% 100% 100% 100%
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanievaluasi
kebijakanfkajian terkait lingkup aparatur
negara
10, Jumlah laporan hasil evaluasi 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pelaksanaan rencana
pembangunanfevaluasi kebijakandajian
terkait lingkup aparatur Megara
11, % kesesuaian rancangan Renstra KL 100% - - - -
terkait lingkup aparatur negara dengan
target/sasaran dalam rancangan
RPJMM
12, % kesesuaian Renja KL tetkait lingkup 100% 100% 100% 100% 100%
aparatur negara dengan RKP dan pagu
indikatif
13, Jumlah laporan hasil koordinasi 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

periyUsUnan rencana pembangunan

nasienal {termasuk substansi rencana
dan pembiayaannyafrupiah murni dan
PHLN) terkait Ingkup aparatur negara
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PENMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Pelitik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAMYIKEGIAT AN

OUTCOME/CUTPUT

INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

Formulir1.c

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

7]

3

(4]

[ci]

[E]

Kegiatan

Quiput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingkup hukum dan hak asasi manusia

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkai
hukum dan hak asasi manusia

1. % kesesuaian muatan rancangan
RP WM terkait lingkup hukum dan hak
asasi manusia dengan visi, misi, dan
program Presiden terpilih

100%

100%

2. Rancangan RPJMN terkait lingkup
hukum dan hak asasi manusia memili
sasaran dan indikatar yang terukur
sesual kebijakan/edoman yang
ditetapkan

100%

100%

3. % kesesuaian muatan rancangan RKP
terkait lingkup hukum dan hak asasi
manusia dengan RPJWN

100%

100%

100%

100%

100%

4. Rancangan RKP terkait linghkup hukum
dan hak asasi manusia memiliki
sasaran dan indikater yang terukur
sesuai kebijakandedoman yang
ditetapkan

100%

100%

100%

100%

100%

B, Jumlah dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
hukum dan hak asasi manusia:

- RPUMM
- REP

1 dokumen
1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

6. % ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup hukum dan hak
asasi manusia;

- RPUMM
- REP

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

7. % program atau kegiatan dalam RKP
can RPJMM tahun berjalan terkait
lingkup hukum dan hak asasi manusia
yang dipantau;

- RPN
- RKP

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

Direktorat Hukum dan
Hak Asasi Manusia
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Unit Kerja Eselen |: Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRANIKEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

Fermulir1.c

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

(0

]

3

IC']

1

]

]

8

[E]

8.

Jumlah laporan pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup hukum dan hak
asasi manusia secara berkala sesuai
yang direncanakan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

% ketepatan wakiu penyelesaian
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanievaluasi
kebijakan/kajian terkait lingkup hukum
dan hak asasi manusia

100%

100%

100%

100%

100%

. Jumlah laporan hasil evaluasi

pelaksanaan rencana

pemban gunan/evaluasi kebijakandajian
terkait lingkup hukum dan hak asasi
manusia

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

. % kesesuaian rancangan Renstra KL

terkait lingkup hulkum dan hak asasi
manusia dengan target/sasaran dalam
rancangan RPJWN

100%

% kesesuaian Renja KL terkait lingkup
hukum dan hak asasi manusia dengan
REP dan pagu incikatif

100%

100%

100%

100%

100%

. Jumlah laporan hasil koordinasi

penyusunan rencana pembangunan
nasional (termasuk substansi rencana
dan pembixyaannyarupiah murni dan
PHLM) terkait ingkup hukum dan hak
asasi manusia

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket
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Unit Ketja Eselon |: Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Formulir1.c

TARGET
PROGRAMIKEGIATAN OUTCOME/QUTPUT INDIKATOR czwmmmmwnrm»>m_
2010 2011 2012 2013 2014
U] 2) ] 141 5] ] [t ] ]

Kegiatan Qutput Direktorat Analisa
Analisis peraturan perundangrundangan Terselenggaranya sinergitas antara Tersusunnya dan tersosi 1 dokumen Peraturan Perundang-
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kebijakan dengan kerangka regulasi dalam Pedeman Pengintegrasian Kerangka undangan
dan fungsi di bidang perencanaan perencanaan pembangunan nasional Regulasi dalam Rencana
pembangunan Pembangunan Jangka Panjang

Masional 20152013

Tersusunnya Kerangka Regulasi dalam 1 dokumen

Rencana Pembangunan Jangka 1 laporan

Panjang Masional 2015-2013

Tersusunnya draft Aksi Pencegahan 1 dokumen

dan Pemberantasan Korupsi Tahun
2015
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Pelitik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRANIKEGIATAN

CUTCOMEICUTPUT

INDIKATCR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

Formulir1.c

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

)]

12

3

14

2]

[C]

Kegiatan

Qutput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingkup pertahanan dan keamanan

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
pettahanan dan keamanan

1. % kesesuaian muatan rancangan
RPN terkait ingkup pertahanan dan
keamanan dengan wvisi, misi, dan
program Presiden terpilih

100%

100%

2. Rancangan RPJWM terkait lingkup
pertahanan dan keamanan memiliki
sagaran dan indikator vang terukur
sesuai kebijakanpedoman yang
ditetapkan

100%

100%

3. % kesesuaian muatan rancangan RKP
terkait lingkup pertahanan dan
keamanan dengan RPJMN

100%

100%

100%

100%

100%

4. Rancangan BEP terkait lingkup
pertahanan dan keamanan memiliki
sasaran dan indikator yang terukur
sesuai kebijakanpedoman yang
ditetapkan

100%

100%

100%

100%

100%

5. Jumlah dekumen rancangan rencana
pemban gunan nasional terkait lingkup
pertahanan can keamanan:

- RPJMM
- REP

1 dokumen
1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

6. % ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup pertahanan dan
keamanan

- RPJWN
- RKP

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100 %

Direktorat Pertahanan
dan Keamanan
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Pelitik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAMIKEGIATAN OUTCOME!OUTPUT INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

Formuliri.c

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

)] 2 3

(4

Ioh]

[C]

7. % program atau kegiatan mitra kerja
dalam BKP dan RPJWM tahun berjalan
terkait lingkup pertahanan dan
keamanan yang dipantau:

- RPN
- REP

100%

100%

100%
100%

100%

100%

8. Jumlah laporan pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup pertahanan dan
keamanan secara berkala sesuaivyang
direncanakan

1 laporan

1 laparan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

9. % ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanievaluasi
kebijakanfkajian terkait lingkup
pertahanan dan keamanan

100%

100%

100%

100%

100%

=

Jumlah laporan hasil evaluasi
pelaksanaan rencana
pembangunanfevaluasi kebijakankajian
terkait lingkup pertahanan dan
keamanan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

2 laporan

. % kesesuaian rancangan Renstra KL
terkait lingkup pertahanan dan
keamanan dengan target/sasaran
dalam rancangan RPJWN

100%

12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup
pertahanan dan keamanan dengan
REP dan pagu indikatif

100%

100%

100%

100%

100%

r

Jumlah laporan hasil koordinasi
pemyUSUNAN rencana pembangunan
nasienal ftermasuk substansi rencana
dan pembiayaannyadrupiah murni dan
PHLM} terkait lingkup pertahanan dan
keamanan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan
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—er -

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Formuliri.c

PROGRAMIKEGIATAN

CUTCOMEIOUTPUT

TARGET
INDIKATOR
2010 2011 2012 2013

2014

UNIT ORGANISAS]
PELAKSANA

i}

]

I/} L] () ) ]

[C]

Kegiatan

Output

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingkup penanggulangan kemiskinan

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
penanggulangan kemiskinan

1. % kesgesuaian muatan rancangan 100% - - -
RPJMM terait lingkup penanggulangan
kemiskinan dengan asi, misi, dan
program Presiden terpilih

100%

2. Rancangan RPJMN terkait lingkup 100% - - -
penangoulangan kemiskinan memiliki
sasaran dan indikator yvang terukur
sesuai kebijakan/pedoman yang
ditetapkan

100%

3. % kesesuaian muatan rancangan RKP 100% 100% 100% 100%
terkait linglup penanggulangan
kemigkinan dengan RPJMN

100%

4. Rancangan REP terlait ingkup 100% 100% 100% 100%
penangaulangan kemiskinan memiliki
sasaran dan indikator yang terukur
sesuai kebijakan/pedoman yang
ditetapkan

100%

5. Jumlah dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
penangaulangan kemiskinan:

- RPN 1 dokumen - - -
- BKP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

6. % ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup
penangoulangan kemiskinan:

- RPJMN - - 100% -
- BKP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

7. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJWN tahun berjalan terkait
lingkup penanggulangan kemiskinan
yang dipantau:

- RPJWN - - 50% -
- RKP 40% 40% B0% 5%

5%
5%

Direltorat
Penangaulangan
Kemiskinan
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Formuliri.c

PROGRAMIKEGIATAN

OUTCOME!IOUTPUT

TARGET
INDIKATOR

2010 2011 2012 2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

[il]

€3] 4 () %) 6]

[E]

[}

8. Jumlah laporan pemantauan atas 1 laporan 1 laporan 1 laparan 1 laporan
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup
penangaulangan kemiskinan secara
berkala sesuai yang direncanakan

1 laporan

9. % ketepatan waktu penyelesaian 100% 100% 100% 100%
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan/evaluasi
kebijakan/kajian terkait lingkup
penangoulangan kemiskinan

100%

10. Jurlah laporan hasil evaluasi 1 laporan 1 laporan 1 laparan 1 laporan
pelaksanaan rencana
pembangunanfevaluasi kebijakan/kajian

gkup penanggulangan

nan

1 laporan

11. % kesesuaian rancangan Renstra KL - - - -
terkait lingkup penanggulangan
kemiskinan dengan target/sasaran
dalam rancangan RPJWN

12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup 100% 100% 100% 100%
penangaulangan kemiskinan dengan
REP dan pagu indikatif

100%

13. Jumlah laporan hasil koordinasi 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
PeMyUSUNan rencana pemban gunan
nasional {termasuk substansi rencana
dan pembiayaannyakupiah murni dan
PHLM) terkait lingkup penanggulangan
kemiskinan

1 laporan
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Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Formuliri.c

PROGRANVKEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

INDIKATOR

2010

2011

TARGET

2012

2013

2014

UNIT CRGANISASI
PELAKSANA

(0]

]

]

(4

6]

]

Kegiatan

Output

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingeup tenaga kerja dan pengembangan
kesempatan kerja

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
tenaga kerja dan pengembangan
kesempatan kerja

% kesesuaian muatan rancangan
RPJWN terkait lingkup tenaga kerja dan
pengembangan kesempatan kerja
dengan wisi, misi, dan program Presiden
terpilih

100%

100%

Rancangan RPJWMN terkait lingkup
tenaga kerja dan pengembangan
kesempatan kerja memiliki sasaran can
inclikcator yang terukur sesuai
kebijakan/pedoman yang ditetapkan

100%

100%

% kesesuaian muatan rancangan RKP
terkait lingkup tenaga kerja dan
pengembangan kesempatan kerja
dengan RPJMN

100%

100%

100%

100%

100%

Rancangan REP terkait lingkup tenaga
ketja dan pengembangan kesempatan
kerja memiliki sasaran dan indikator
yangterukur sesuai kebijakan/pedoman
yang ditetapkan

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
tenaga kerja dan pengembangan
kesempatan kerja

- RPJWM

- RKP

1 dokumen
1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

% ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup tenaga kerja
dan pengembangan kesempatan kerja:
- RPJWIM
- REP

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

L]
Direktorat Tenaga Kerja
dan Pengembangan
Kesempatan Kerja
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL IBADAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Fermuliri.c

TARGET
PROGRANYKEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR e
2010 2011 2012 2013 2014
i 7] 5] i4) ] 5] )] ] ]
7. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJMN tahun berjalan terkait
lingkuptenaga kerja dan
pengembangan kesempatan kera yang
dipantau:
- RPJMN 100% 100% 100% 100% 100%
- REP 100% 100% 100% 100% 100%
&, Jumlah laporan pemantauan atas 1 laparan 1 laporan 1 laparan 1 laparan 1 laporan
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup tenaga kerja
dan pengembangan kesempatan kerja
secara berkala sesuai yvang
direncanakan
9. % ketepatan waktu penyelesaian 100% 100% 100% 100% 100%
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanievaluasi
kebijakan/kajian terkait lingkup tenaga
kera dan pengembangan kesempatan
kerja
10, Jumiah laperan hasil evaluasi 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan

pelaksanaan rencana
pembangunanfevaluasi kebijakan/kajian
terkait lingkup tenaga kerja dan
pengembangan kesempatan kerja

. % kesesuaian rancangan Renstra KL 100% - - -
terkait lingkup tenaga kerja dan
pengembangan kesempatan kerja
dengan targetisasaran dalam
rancangan RPJMN
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Formuliri.c
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENC ANAAN PENBANG UNAN NASIONAL
Unit Kerja Eselen I: Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah
TARGET

PROGRAWVKEGIATAN OUTCOMEIQUTPUT INDIKATOR cz_mmmmm%m_

2010 2011 2012 2013 2014

if} 7] €] ) i) 3] ] [E] i
12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup 100% 100% 100% 100% 100%

tenaga kefja dan pengembangan
kesempatan ketja dengan RKP dan
pagu indikatif
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Formuliri.c

PROGRANIKEGIATAN

OUT COMEOUT PUT

TARGET
INDIKATOR
2010 2011 2012 2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

(0]

]

1] 4 L] L] m

[C]

Kegiatan

Qutput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingleup pemberdayaan koperasi dan usaha
kecil menengah

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
pemberdayaan koperasi dan usaha kecil
menengah

1. % kesesuaian muatan rancangan 100% - - -
RPN terkait lingkup pemberdayaan
koperasi dan usaha kecil menengah
dengan visl, misi, dan program Presiden
terpilih

45%

2. Rancangan RPJMN terkait lingkup 100% - - -
pemberdayaan koperasi dan usaha
kecil menengah memiliki sasaran dan
indikator yangterukur sesuai
kebijakan/pedoman yang ditetapkan

85%

3. % kesesuaian muatan rancangan RKP 100% 100% 100% 100%
terkait lingkup pemberdayaan koperasi
dan usaha kecil menengah dengan
RPJMM

85%

4. Rancangan REP terkait lingkup 100% 100% 100% 100%
pemberdayaan koperasi dan usaha
kecil menengah memiliki sasaran dan
inclikator yangterukur sesuai
kebijakan/pedoman yang ditetapkan

35%

5. Jumlah dekumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
pemberdayaan koperasi dan usaha
kecil menengah:

- RPJMN 1 dokumen - - -
- RKP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

6. % ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup pemberdayaan
koperasi dan usaha kecil menengah

- RPJMN - - 100% -
- RKP 100% 100% 100% 100%

30%
30%

Direltorat
Pemberdayaan
Koperasi, Usaha Kecl
dan Menengah
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Formuliri.c

PROGRAMIKEGIATAN

OUTCOMEfOUTPUT

TARGET
INDIKATOR
2010 2011 2012 2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

il

(4 ] ) ]

[C]

£
7. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJMM tahun berjalan terkait
lingeup pemberdayaan koperasi dan
usaha kecil menengah yang dipantau:
- RPJMNM 30% 35% 0% 100%
- REP B0% 35% 0% 100%

0%
0%

4. Jumlah laporan pemantauan atas 1 laparan 1 laporan 1 laporan 1 laparan
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait linglkup pemberdayaan
koperasi dan usaha kecil menengah
secara berkala sesuai yang
direncanakan

1 laporan

9. % ketepatan waktu penyelesaian 100% 100% 100% 100%
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan/evaluasi
kebijakan/kajian terkait lingkup
pemberdayaan koperasi dan usaha
kecil menengah

0%

10, Jumlah laporan hasil evaluasi 1 laparan 1 laporan 1 laporan 1 laparan
pelaksanaan rencana
pembangunanfevaluasi kebijakan/kajian
terkait lingkup pemberdayaan koperasi
dan usaha kecil menengah

1 laporan

. % kesesuaian rancangan Renstra KL 100% - - -
terkait lingkup pemberdayaan koperasi
dan usaha kecil menengah dengan
target/sasaran dalam rancangan
RPN

12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup 100% 100% 100% 100%
pemberdayaan koperasi dan usaha
kecil menengah dengan RKP dan pagu
indikatif

0%




98

2014, 786

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Formuliri.c

TARGET
PROGRAMIKEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR !
2010 2011 2012 2013 2014
i) 12 5] 14 i) [ I} i ]
13. Jumlah laporan hasil koordinasi 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

PeMyUSUNan rencana pemban gunan
nasional {termasuk substansi rencana
dan pembiayaannyakupiah murni dan
PHLM) terkait lingkup pemberdayaan
koperasi dan usaha kecil menengah
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL IBADAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselen I: Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Fermuliri.c

PROGRANIKEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

2010

2011

TARGET

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

(2

13

4

5}

Kegiatan

Qutput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingeup perlincungan dan kesejahteraan
masyarakat

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
perlindungan dan kesejahteraan
masyarakat

1. % kesesuaian muatan rancangan
RPJMR terkait lingkup pedindungan
dan kesejahteraan masyarakat dengan
wisl, misi, dan program Presiden terplih

100%

100%

2. Rancangan RPJMN terkait lingkup
perlindungan dan kesejahteraan
magyarakat memiliki sasaran dan
indikator yangterukur sesuai
kebijakan/pedoman vang ditetapkan

100%

100%

3. % kesesuaian muatan rancangan RKP
terkait lingkup perlindungan dan
kesejahteraan masyarakat dengan
RPJMM

100%

100%

100%

100%

100%

4. Rancangan RKP terkait lingkup
perlindungan dan kesejahteraan
magyarakat memiliki sasaran dan
indikator yangterukur sesuai
kebijakan/pedoman vang ditetapkan

100%

100%

100%

100%

100%

5. Jumlah dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
perlindungan dan kesejahteraan
masyarakat:

- RPJMN
- REP

1 dokumen
1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

6. % ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup perlindungan
dan kesejahteraan masyaralkat

- RPJMN
- REP

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

]
Direktorat Perlindungan
dan Kesejahteraan
Masyarakat
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Formuliri.c

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

TARGET
INDIKATOR

2010 2011 2012 2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

[il]

€] ] 6] ) ]

[C]

7. % program atau kegiatan mitra kerja
dalam REP dan RPJMM tahun berjalan
terkait lingkup petlindungan dan
kesejahteraan masyarakat yang
dipantau:

- RPN 100% - - -
- REP 100% - - -

100%
100%

4. Jumlah laporan pemantauan atas 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional tetkait lingkup perlindungan
dan kesejahteraan masyarakat secara
berkala sesuai yang direncanakan

1 laporan

9. % ketepatan wakiu penyelesaian 100% 100% 100% 100%
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanfevaluasi
kebijakanfkajian terkait lingkup
petlindungan dan kesejahteraan
masyarakat

100%

10, Jumlah laporan hasil evaluasi 2 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pelaksanaan rencana
pembangunanfevaluasi kebijakankajian
terkait lingkup petlindungan dan
kesejahteraan masyarakat

1 laporan

. % kesesuaian rancangan Renstra KL 100% - - -
terkait lingkup perlindungan dan
kesejahteraan masyarakat dengan
target/sasaran dalam rancangan
RP UMM

12, % kesesuaian Renja KL terkait lingkup 100% 100% 100% 100%
perlindungan dan kesejahteraan
masgyarakat dengan RKP dan pagu
indikatif

100%
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Formuliri.c
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMEMNTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENC ANAAN PENBANG UNAN NASIONAL
Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah
TARGET
PROGRAMKEGIATAN OUTCOMESOUTPUT INDIKATOR e
2010 2011 2012 2013 2014
i) 7] &) i i) i8] ] [E] ]
13. Jumlah laporan hasil koordinasi 1 laporan 1 laporan 1 laparan 1 laporan 1 laporan

perylsUInan rencana pemban gunan
nasional (termasuk substansi rencana
dan pembiayaannyakupiah murni dan
PHLM) terkait lingkup perlindungan dan
kesejahteraan masyarakat
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Formulir1.c

PROGRAM/KEGIATAN

OUT COMEOUTPUT

TARGET

INDIKATOR
2010 2011 2012 2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

)]

12

(3 14 Li]] L1 ]

IC]

Kegiatan

Qutput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingkup pangan dan pertanian

Dakumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
pangan dan pertanian

1. % kesesuaian muatan rancangan 100% - - -
RPJWM terkalt ingkup pangan dan
pertanian dengan visi, misi, dan
program Presiden terpilih

100%

2. Rancangan RPJMN terkait lingkup 100% - - -
pangan dan petanian memiliki sasaran
dan indikator yang terukur sesual
kebijakan/pedoman yang ditetapkan

100%

3. % kesesuaian muatan rancangan REP 100% 100% 100% 100%
terkait lingkup pangan dan pertanian
dengan RPJMM

100%

4. Rancangan RKP terkait lingkup pangan 100% 100% 100% 100%
dan pertanian memiliki sasaran dan
incikator yang terukur sesuai
kebijakan/pedoman yang ditetapkan

100%

5. Jumlah dokumen rancangan rencana
pemban gunan nasional terkait linglup
pangan dan pertanian:

- RPJMM 1 dokumen -
- REP 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

6. % ketepatan wakiu penvelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup pangan dan
pertanian:

- RPJWN - - 100% -
- REP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

7. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPUMN tahun berjalan terkait
lingkup pangan dan pertanian yang
dipantau:

- RPJWN 100% 100% 100% 100%
- RKP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

Direktorat Pangan dan
Pertanian
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Formulir1.c

PROGRAMIKEGIATAN

OUT COMEIOUTPUT

INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

2

3

14

[ci]

[G]

]

[E]

[C]

Jumlah laporan pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup pangan dan
pertanian secara berkala sesuai yang
direncanakan

1 laporan

1 laparan

1 laporan

1 laporan

1 laparan

% ketepatan wakiu penyelesaian
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanfevaluasi
kebijakanfkajian terkait lingkup pangan
dan pertanian

100%

100%

100%

100%

100%

. Jumlah laporan hasil evaluasi

pelaksanaan rencana
pembangunan/evaluasi kebijakankajian
terkait lingkup pangan dan pertanian

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

. % kesesuaian rancangan Renstra KL

terkait lingkup pangan dan pertanian
dengan target/sasaran dalam
rancangan RPJMMN

100%

. % kesesuaian Renja KL terkait linghkup

pangan dan pertanian dengan RKP dan
pagu indikatif

100%

100%

100%

100%

100%

. Jumlah laporan hasil koot dinasi

penyusUnan rencana pembangunan
nasional ftermasuk substansi rencana
dan pembiayaannyafrupiah murni dan
PHLN] terkait lingkup pangan dan
pertanian

1 laporan

1 laparan

1 laporan

1 laporan

1 laparan
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Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Formulir1.¢

PROGRAMKEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

)]

121

3

(4

13}

Kegiatan

Dutput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingkup kehutanan dan konseréasi sumber
claya air

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
kehutanan dan kenservasi sumber daya air

% kesesuaian muatan rancangan
RPJMM terkait ingkup kehutanan dan
konservasi sumber daya air dengan visi,
misi, clan program Presiden terpilih

100%

100%

Rancangan RPJMN terkait lingkup
kehutanan dan konservasi sumber daya
air memiliki sasaran dan indikator yang
terukur sesuai kebijakan/pedoman yang
ditetapkan

100%

100%

% kesesuaian muatan rancangan REP
terkait lingkup kehutanan dan
konservasi sumber daya air dengan
RPJWN

100%

100%

100%

100%

100%

Rancangan RKP terkait lingkup
kehutanan dan konservasi sumber daya
air memiliki sasaran dan indikator yang
terukur sesuai kebijakan/pedoman yang
ditetapkan

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait linglkup
kehutanan dan konservasi sumber daya
ai:

- RPJMN

- RKP

1 dokumen
1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

% ketepatan walktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup kehutanan dan
konservasi sumber daya air;

- RPJMM

- RKP

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

(%
Direktorat Kehutanan
dan Konservasi Sumber
Daya Alr
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Fermulir1.c

PROGRANVKEGIAT AN

OUTCOMEOUTPUT

TARGET
INDIKATOR

2010 2011 2012 2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

i)

2

(4 [ch] (G ]

[C]

[E]

7. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPIMM tahun berjalan terkait
lingkup kehutanan dan konservasi
sumber daya air yang dipantau

- RPN 100% 100% 100% 100%
- REP 100 % 100% 100% 100%

100%
100%

3. Jumlah laporan pemantauan atas 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup kehutanan dan
konservasi sumber daya air secara
berkala sesuai yang direncanakan

1 laporan

9. % ketepatan waktu penvelesaian 100% 100% 100% 100%
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanfevaluasi
kebijakan/kajian terkait lingkup
kehutanan dan konservasi sumber daya
air

100%

10, Jumlah laperan hasil evaluasi 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pelaksanaan rencana
pembangunanevaluas kebijakanikajian
terkait lingkup kehutanan dan
konservasi sumber daya air

1 laporan

. % kesesuaian rancangan Renstra KL 100% - - -
terkait linghup kehutanan dan
konsersash sumber daya air dengan
target/sasaran dalam rancangan
RPJMN

12. % kesesuaian Renja KL terkait linglup 100% 100% 100% 100%
kehutanan dan konservasi sumber daya
air dengan RKP dan pagu indikatif

100%
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

UnitKerja Eselen I: Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Formulir 1.¢

TARGET
PROGRAMVKEGIATAN OUTCOMEIOUTPUT INDIKATOR R eAe
2010 2011 2012 2013 2014
[i] 2 [E] 4 [ef] [ 7] 8 ]
13. Jumlah laporan hasil koordinasi 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

penyusunan rencana pembangunan
nasional (termasuk substansi rencana
dan pembiayaannyastupiah murni dan
PHLM) terkait ingkup kehutanan dan
konservasi sumber daya air
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Formulir1.c

PROGRANIKEGIATAN

QUTCOMEIOUTPUT

TARGET

INDIKATOR
2010 2011 2012 2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

2

[E] 14 {3 (] ]

Kegiatan

Qutput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingkup kelautan dan perikanan

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
kelautan dan perikanan

1. % kesesuaian muatan rancan gan 100% - - -
RPJWIN terait linglkup kelautan dan
petikanan dengan visi, misi, dan

program Presiden terp

100%

2. Rancangan RPJMM terkait lingkup
kelautan dan perikanan memiliki
sasaran can incikator yang terukur
sesuai kebijakanipedoman yang
ditetapkan

100% - - -

100%

3. % kesesuaian muatan rancangan RKP 100% 100% 100% 100%
terkait lingkup kelautan dan perikanan
dengan RPJMN

100%

4. Rancangan REP terkait lingkup 100% 100% 100% 100%
kelautan dan perikanan memiliki
sasaran dan indikator yang terukur
sesuai kebijakanpedoman yang
ditetapkan

100%

5. Jumlah dekumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
kelautan dan perikanan:

- RPJMM 1 dokumen - - -
- RKP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

6. % ketepatan wakiu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup kelautan dan
petikanan:

- RPJMM - - 100% -
- RKEP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

7. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJMM tahun berjalan terkait
linglkup kelautan dan perikanan yang
dipantau:

- RPJWM 100% 100% 100% 100%
- RKP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

IE]
Direktorat Kelautan dan
Petikanan
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

UnitKerja Eselen I: Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Formulir 1.¢

PROGRANVKEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

[}

[4]

[E]

[}

[}

]

6]

)

[E]

Jumlah laporan pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup kelautan dan
perikanan secara berkala sesuai yang
direncanakan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

% ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanfevaluasi
kebijakan/kajian terkait lingkup kelautan
dan perikanan

100%

100%

100%

100%

100%

=

Jumlah laporan hasil evaluasi
pelaksanaan rencana
pembangunan/evaluasi kebijakanfkajian
terkait lingkup kelautan dan perikanan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

. % kesesuaian rancangan Renstra KL

terkait lingkup kelautan dan perikanan
dengan target/sasaran dalam
rancangan RPJMN

100%

. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup

kelautan dan perikanan dengan RKP
dan pagu indikatif

100%

100%

100%

100%

100%

w

Jumlah laparan hasil koordinasi
penyusunan rencana pembangunan
nasional (termasuk substansi rencana
dan pembiayaannyadupiah murni dan
PHLM} terkait ingkup kelautan dan
perikanan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Formulir1.c

PROGRANVKEGIATAN

OUTCOMEFCUTPUT

TARGET

INDIKATOR
2010 2011 2012 2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

)]

12

3 ] 1) L] 6]

Kegiatan

Quiput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingkup sumber daya enetgi, mineral, dan
pertambangan

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
sumber daya energi, mineral, dan
pertambangan

1. % kesesuaian muatan rancangan 100% - - -
RPN terkait ingkup sumber daya
energ, mineral, dan pertambangan
dengan wisl, misi, dan program Presiden

terp

100%

2. Rancangan RPJMN terkait lingkup 100% - - -
sumber daya energi, mineral, dan
pertambangan memiliki sasaran dan
indikator yang terukur sesuai

kebijakan/pedoman yang ditetapkan

100%

3 % kesesuaian muatan rancangan RKP 100% 100% 100% 100%
terkait lingkup sumber daya enargl,
mineral, dan pertambangan dengan
RPN

100%

4. Rancangan REP terkait linglkup sumber 100% 100% 100% 100%
daya enerd, mineral, dan
pertambangan memiliki sasaran dan
indikator yang terukur sesuai
kebijakan/pedoman yang ditetapkan

100%

5. Jumlah dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
surmber daya energi, mineral, dan
pertambangan:

- RPJMN 1 dokumen
- RKP 1 dokumen

1 dokumen | dokumen 1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

6. % ketepatan wakiu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup sumber daya
energ, mineral, dan pertambangan:

- RPJMM - - 100% -
- RKF 100% 100% 100% 100%

100%
100%

(3
Direktorat Sumber Daya
Energ, Mineral, dan
Pertambangan
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Formulir1.c

PROGRANIKEGIATAN

QUTCOMEfOUTPUT

TARGET

INDIKATOR
2010 2011 2012 203

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

2

] i (] (7

[C]

[E]

7. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJMN tahun berjalan terkait
lingkup sumber daya energi, mineral,
dan pertambangan yang dipantau:

- RPJWM 100% 100% 100% 100%
- REP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

8. Jumlah laporan pemantauan atas 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup sumber daya
energ, mineral, dan pertambangan
secara berkala sesual yang
direncanakan

1 laporan

9. % ketepatan wakiu penyelesaian 100% 100% 100% 100%
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanfevaluasi
kebijakan/kajian terkait Ingkup sumber
daya energi, mineral, dan
pertambangan

100%

=

Jumlah laporan hasil evaluasi 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pelaksanaan rencana
pembangunanevaluas kebijakankajian
terkait lingkup sumber daya energ,
mineral, dan pertambangan

1 laporan

. % kesesuaian rancangan Renstra KL 100% - - -
terkait lingkup sumber claya energ,
mineral, dan pertambangan dengan
target/sasaran dalam rancangan
RPJWN

12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup 100% 100% 100% 100%
sumber daya energi, mineral, dan
pertambangan dengan RKP dan pagu
indikatif

100%
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Formulir1.¢
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UnitKerja Eselen I: Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
TARGET
PROGRAMVKEGIATAN OUTCOMEIOUTPUT INDIKATOR czwmmmen__,_wpm_
2010 2011 2012 2013 2014
] ] E] i i) i ] ) ]
13. Jumlah laporan hasil koordinasi 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

penyusunan rencana pembangunan
nasional (termasuk substansi rencana
dan pembiayaannyastupiah murni dan
PHLM) terkait ingkup sumber daya
energ, mineral, dan pertambangan
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASICNAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Formulir1.c

PROGRAMIKEGIATAN

OUT COMEOUTPUT

INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

)]

12

3

(4

13

Kegiatan

Quiput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingkup lingkungan hidup

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
lingkungan hicup

1. % kesesuaian muatan rancangan
RP JW terkait lingkup lingkungan hidup
dengan wisi, misi, dan program Presiden
terpilih

100%

100%

2. Rancangan RPJNMN terkait lingkup
lingkeungan hicdup memiliki sasaran dan
indikator yang terukur sesual
kebijakan/pedoman yang ditetapkan

100%

100%

3. % kesesuaian muatan rancangan RKP
terkait ingkup lingkungan hidup dengan
RP WM

100%

100%

100%

100%

100%

4. Rancangan RKP terkait lingkup
lingeungan hicup memiliki sasaran dan
indikator yang terukur sesuai
kebijakan/pedoman yang ditetapkan

100%

100%

100%

100%

100%

5. Jumlah dokumen rancangan rencana
pemban gunan nasional terkait lingkup
lingkungan hicup:

- RPN
- RKF

1 dokumen
1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

6. % ketepatan wakiu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup lingkungan
hidup:

- RPN
- RKF

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

7. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJWM tahun berjalan terkait
lingeup lingkungan hidup yang dipantau:

- RPN
- REP

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

]
Direktorat Lingkungan
Hidup
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Fermulir1.c

PROGRAMIKEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

W]

12

3

]

)

[G]

(]

]

Jumlah laporan pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait linglup linglkungan
hidup secara berkala sesuai yang
direncanakan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

% ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanievaluasi
kebijakan/kajian terkait lingkup
lingkungan hidup

100%

100%

100%

100%

100%

. Jumlah laporan hasil evaluasi

pelaksanaan rencana
pemban gunanfevaluasi kebijakankajian
terkait lingkup lingkungan hidup

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

. % kesesuaian rancangan Renstra KL

terkait lingkup lingkungan hidup dengan
target/sasaran dalam rancangan
RPJMM

100%

12.

% kesesuaian Renja KL terkait lingkup
lingkungan hidup dengan RKP dan
pagu indikatif

100%

100%

100%

100%

100%

. Jumlah laporan hasil koordinasi

peMyLSUNaN rencana pembangunan
nasional ftermasuk substansi rencana
dan pembiayaannyaftupiah murni dan
PHLM) terkait lingkup lingkungan hidup

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

]
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

Formuliric

PROGRAMKEGIATAN

OUT COMEOUTPUT

TARGET

INDIKATOR
2010 2011 2012 2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

2

3 14 i 1] L]

[E]

Kegiatan

Qutput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingkup pengairan dan irigasi

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
pengairan dan irigasi

1. % kesesuaian muatan rancangan 100% - - -
RP WM terkait ingkup pengairan dan
irig@si dengan wvisi, misi, dan program
Presicen terpilih

100%

2. Rancangan RPJMN terkait lingkup 100% - - -
pengairan dan irigasi memiliki sasaran
dan indikator yang terukur sesuai
kebijakan/pedoman yang ditetapkan

100%

3. % kesesuaian muatan rancangan RKP 100% 100% 100% 100%
terkait lingkup pengairan dan irigasi
dengan RPJMN

100%

4. Rancangan RKP terkait linglup 100% 100% 100% 100%
pengairan dan irigasi memiliki sasaran
dan indikator yang terukur sesuai
kebijakan/pedoman yang ditetapkan

100%

5. Jumlah dokumen rancangan rencana
pemban gunan nasional terkait lingkup
pengairan dan irigasi:

- RPJMM 1 dokumen - - -
- REP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

6. % ketepatan wakiu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup pengairan dan
irigasi

- RPJMM - - 100% -
- REP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

7. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJMM tahun berjalan terkait
lingkup pengairan dan irigasi yang
dipantau:

- RPJMM 100% 100% 100% 100%
- REF 100% 100% 100% 100%

100%
100%

Direktorat Pengairan
dan Irigasi
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Unit Kerja Eselen I: Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PENMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Formulir1.¢

PROGRANIKEGIATAN

OUTCOME!IOUTPUT

INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

)]

12

]

(4

Ich]

]

]

3]

C]

Jumlah laporan pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup pengairan dan
ingasi secara berkala sesuaiyang
direncanakan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

% ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanfeysaluasi
kebijakan/kajian terkait lingkup
pengairan dan irigasi

100%

100%

100%

100%

100%

=

Jumlah laporan hasil evaluasi
pelaksanaan rencana
pembangunan/evaluasi kebijakankajian
terkait lingkup pengairan dan irgasi

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

% kesesuaian rancangan Renstra KL
terait lingkup pengairan dan irgasi
dengan target/sasaran dalam
rancangan RPJMN

100%

% kesesuaian Renja KL terkait lingkup
pengairan dan irigasi dengan REP dan
pagu indikatif

100%

100%

100%

100%

100%

Lr

Jumlah laporan hasil koor dinasi
penyLSInan rencana pembangunan
nasional (termasuk substansi rencana
dan pembiayaannyadupiah murni dan
PHLN} terkait ingkup pengairan dan
irigasi

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

Formuliri.c

PROGRANM/KEGIATAN

OUT COMEIOUTPUT

TARGET
INDIKATOR

2010 2011 2012 2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

12

[E] (4 ) (5 ]

IC]

Kegiatan

Quiput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingeup trans portasi

Dekumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
transportasi

1. % kesesuaian muatan rancangan 100% - - -
RPN terkait ingkup transportasi
dengan wisi, misi, dan program Presiclen
terpilih

100%

2. Rancangan RPJMN terkait lingkup 100% - - -
transportasi memiliki sasaran dan
indikator yang terukur sesuai
kebijakan/pedoman yang ditetapkan

100%

3 % kesesuaian muatan rancangan RKP 100% 100% 100% 100%
terkait lingkup transportasi dengan
RPN

100%

4. Rancangan RKP tetkait lingkup 100% 100% 100% 100%
transportasi memiliki sasaran dan
indikator yang terukur sesuai
kehijakan/pedoman yang ditetapkan

100%

5. Jumlah dokumen rancangan rencana
pembangunan nasianal terkait lingkup
transportasi:

- RPJMN 1 dokumen - - -
- RKP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

6. % ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup transportasi:

- RPN - - 100 % -
- REP 100% 100% 100% 100%

100 %
100%

7. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJWM tahun befjalan terkait
lingkup transportasi yang dipantau:

- RPJMN 100% 100% 100% 100%
- RKP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

Direktorat Transportasi
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Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Fermuliri.c

PROGRAN/KEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

)]

12

3

]

Ich]

[G]

]

]

[C]

Jumlah laporan pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait linglkup transporiasi
secara berkala sesuai yang
direncanakan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

% ketepatan wakiu penyelesaian
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan/evaluasi
kebijakanfkajian terkait lingkup
transportasi

100%

100%

100%

100%

100%

10

Jumlah laperan hasil evaluasi
pelaksanaan rencana

pemban gunanievaluasi kebijakankajian
terkait lingkup transportasi

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

% kesesuaian rancangan Renstra KL
terkait lingkup transpertasi dengan
target/sasaran dalam rancangan
RPJWIN

100%

12

% kesesuaian Renja KL terkait lingkup
transpottasi dengan RKP dan pagu
indikatif

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah laporan hasil koordinasi
PenyLUsUNan rencana pembangunan
nasional ftermasuk substansi rencana
dan pembiayaannyarupiah murni dan
PHLM) terkait ingkup transportasi

3laporan

3 laporan

3 laporan

3laporan

5 laporan
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Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Formulir1.c

PROGRANIKEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

)]

12

3

14

Ich]

[C]

Kegiatan

Quiput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingeup permukiman dan perumahan

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait linghup
perrmukiman dan perumahan

1. % kesesuaian muatan rancangan
RP WM terkait ngkup permukiman dan
perumahan dengan s, misi, dan
program Presiden terpilih

100%

100%

2. Rancangan RPJMN terkait lingkup
permukiman dan perumahan mem
sasaran dan indikater yang terukur
sesuai kebijakanjpedoman yang
ditetapkan

100%

100%

3. % kesesuaian muatan rancangan RKP
terkait lingkup permukiman dan
perumahan dengan RPN

100%

100%

100%

100%

100%

4. Rancangan RKP terkait lingkup
permukiman dan perumahan mem
sagaran dan indikator vang terukur
sesuai kebij
ditetapkan

100%

100%

100%

100%

100%

5. Jumlah dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
permukiman dan perumahan:

- RPJMN
- RKFP

1 dokumen
1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

6. % ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana psmbangunan
nasional terkait lingkup permukiman
dan perumahan

- RPJMN
- REP

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

7. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJMR tahun berjalan terkait
lingkup permukiman dan perumahan
yang dipantau:

- RPJMN
- RKP

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

Direltorat Permuliman
dan Perumahan
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Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Formulir1.c

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISAS]
PELAKSANA

W]

2]

K]

14

(3

]

]

2]

[E]

Jumlah laporan pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup permukiman
dan perumahan secara berkala sesuai
vang direncanakan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

% ketepatan wakiu penyelesaian
laporan hasil svaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanfevaluasi
kebijakan/kajian terkait lingkup
permukiman dan perumahan

100%

100%

100%

100%

100%

Jumilah laporan hasil evaluasi
pelaksanaan rencana
pembangunan/evaluasi kebijakankajian
terkait lingkup permukiman dan
petumahan

1 laporan

1 laparan

1 laparan

1 laporan

1 laparan

. % kesesuaian rancangan Renstra KL

terkait lingkup permukiman dan
perumahan dengan target/sasaran
dalam rancangan RPJMN

100%

. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup

permukiman dan perumahan dengan
REP dan pagu indikatif

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah laporan hasil koordinasi
penyusunan rencana pembangunan
nasional (termasuk substansi rencana
dan pembiayaannyafrupiah murni dan
PHLK) terkait lingkup permukiman dan
perumahan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

Formulir1.c

PROGRAMKEGIATAN

OUTCOMEOUTPUT

TARGET
INDIKATOR

2010 2011 2012 2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

2

3 14 [ch] 1] m

Kegiatan

Qutput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
lingkup energi, telekomunikasi, dan
informatika

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
enerd, telekomunikasi, dan informatika

1. % kesesuaian muatan rancangan 100% - - -
RPJWN terkait lingkup energi,
telekomunikasi, dan informatika dengan
wigi, migi, dan program Presiden terpilih

100%

2. Rancangan RPJMM terkait lingkup 100% - - -
enerdi, telekomunikasi, dan informatika
memiliki sasaran dan indikator yang
terukur sesuai kebijakan/pedoman yang
ditetapkan

100%

3. % kesesuaian muatan rancangan RKP 100% 100% 100% 100%
terkait lingkup energi, telekomunikasi,
dan informatika dengan RPJWM

100%

4. Rancangan RKP terkait lingkup energ, 100% 100% 100% 100%

ditetapkan

100%

5. Jumlah dokumen rancangan rencana
pemban gunan nasional terkait lingkup
energ, telekomunikasi, dan informatika:

- RPJMN 1 dokumen - - -
- BRKP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

B, % ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas

telekomunikasi, dan informatika
- RPJMN - - 100% -
- RKP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

7. % program atau kegiatan mitra kerja
dalam REP dan RPJWVN tahun berjalan
terkait lingkup energ, telekomunikas),
dan informatika yang dipantau

- RPJMN 100% 100% 100% 100%
- RKP 100% 100% 100% 100%

100%
100%

19
Direktorat Energi,
Telekomunikasi, dan
Informatika
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Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Formulir1.c

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

W]

121

3

IC]

13

]

0]

]

[C]

Jumlah laporan pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup energi,
telekomunikasi, dan informatika secara
berkala sesuaiyang direncanakan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

% ketepatan waktu penyelesaian
laporan hasil evaluas) pelaksanaan
rencana pembangunanfevaluas
kebijakan/kajian terkait ingkup energ,
telek omunikasi, dan informatika

100%

100%

100%

100%

100%

=

Jumlah laporan hasil evaluasi
pelaksanaan rencana

pemban gunanfevaluasi kebijakankajian
terkait lingkup energi, telekomunikasi,
dan informatika

1 laporan

1 laparan

1 laparan

1 laporan

1 laporan

. % kesesuaian rancangan Renstra KL

terkait lingkup energi, telekomunikasi,
dan informatika dengan target/sasaran
dalam rancangan RPJWN

100%

% kesesuaian Renja KL terkait lingkup
energ, telekomunikasi, dan informatika
dengan REP dan pagu indikatif

100%

100%

100%

100%

100%

o

Jumlah laporan hasil keordinasi
pemyusunan rencana pembangunan
nasional (termasuk substansi rencana
dan pembiayaannyafrupiah murni dan
PHLM terkait ingkup energi,
telekomunikasi, dan informatika

1 laporan

1 laparan

1 laporan

1 laporan

1 laporan
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Unit Kerja Eselon I: Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Fermulir1.c

PROGRAMIKEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

[2)

3

4

31

]

Kegiatan

Qutput

Perencanaan pembangunan nasional terkait
gkup pengembangan kerjasama
pemetintah dan swasta

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
pengembangan kerjasama pemerintah dan
swasta

1. % kesesuaian muatan rancangan RKP
terkait lingkup pengembangan
kerjasama pemerintah dan swasta
dengan RPJMN

100%

100%

100%

100%

100%

2. % rancangan RKP terkait ingkup
pengembangan kerjasama pemerintah
dan swasta sesuai rencana
pembangunan infrastruktur melalui KPS
{FPP Book

0%

75%

40%

35%

30%

3. Jumlah dekumen rancangan rencana
pembangunan nasional terkait lingkup
pengembangan kerjasama pemerintah
dan swasta

- RPJMM
- RKF

1 dokumen
1 dokumen

1 dokumen

| dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4. % ketepatan wakiu penyelesaian
laporan hasil pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup pengembangan
ketjasama pemerintah dan swasta:

- RPJMM
- RKP

100%

100%

100%
100%

100%

100%

5. % program atau kegiatan dalam RKP
dan RPJMM tahun berjalan terkait
lingkup pengembangan kerjasama
pemerintah dan swasta yang dipantau:

- RPJWM
- RKP

100%

100%

100%
100%

100%

100%

&, Jumlah laporan pemantauan atas
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup pengembangan
kerjasama pemerintah dan swasta
secara berkala sesuai yvang
direncanakan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

Direktorat
Pengembangan
Kerjasama Pemerintah
dan Swasta




2014, 786

123

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

Formulir1.c

PROGRANIKEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

TARGET
INDIKATOR

2010 2011 2012 2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

)]

2

3 (4

[C]

] (6 ]
7. Y% ketepatan wakiu penyelesaian 100% 100% 100% 100%
laporan hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunanfevaluasi
kebijakanfkajian terkait lingkup
pengembangan kerjasama pemerintah
dan swasta

L]
100%

2. Jumlah laporan hasil evaluasi 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan
pelaksanaan rencana
pembangunanievaluasi kebijakanfkajian
terkait lingkup pengembangan
ketjagama pemerintah dan swasta

2 laporan

9. % kesesuaian rancangan Renstra KL 100% - - -
terkait lingkup pengembangan
kerjasama pemerintah dan swasta
dengan target/sasaran dalam
rancangan RPJWVN

10. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup 0% 5% 20% 85%
pengembangan kerjasama pemerintah
dan swasta dengan rencana
pembangunan infrastruktur melalui KPS
{PPP Book)

80%

. Jumlah lapetan hasil keordinasi 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pemyusunan rencana pembangunan
nasional terkait lingkup pengembangan
ketjasama pemerintah dan swasta

1 laporan
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Unit Kerja Eseleon |: Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Formulir1.c

PROGRANKEGIATAN

OUTCOMEOUTPUT

INDIKATOR

2010

2011

TARGET

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

W]

]

3

14

1)

]

(%

Kegiatan

Qutput

Perencanaan pembangunan nasional bidang
perehcanaan dan pengembangan
pendanaan pembangunan

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional bidang
perencanaan dan pengembangan
pendanaan pembangunan

Tersusunmya rancangan perencanaan
dan pengembangan pendanaan
pembangunan nasional

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

% kesesuaian muatan rancangan
perencanaan dan pengembangan
pendanaan pembangunan dengan
rancangan rencana pendanaan
pembangunan nasional

100%

100%

100%

100%

100%

Rancangan perencanaan dan
pengembangan pendanaan
pembangunan memiliki sasaran dan
target

100%

100%

100%

100%

100%

Tersusunmya rancangan rencana
pendanaan jangka menengah

1 paket

% kesesuaian muatan rancangan
rencana pendanaan jangka menengah
dengan RPJMN

100%

Tersusunmya rancangan rencana
pendanaan tahunan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Tersusunmya rancangan rencana
pendanaan pembangunan yang tepat
wakiu

100%

100%

100%

100%

100%

% ketepatan waktu penyelesaian
laporan pemantauan atas pelaksanaan
perencanaan pendanaan pembangunan
nasional serta pengembangannya

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah laporan pemantauan atas
pelaksanaan perencanaan pendanaan
pembangunan nasional serta
pengembangannym

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

=

. % ketepatan waktu penyelesaian

laporan evaluasi atas
pelaksanaanfevaluasi kebijakanfkajian
perencanaan pendanaan pembangunan
nasional serta pengembangannya

100%

100%

100%

100%

100%

Direktorat Perencanaan
dan Pengembangan
Pendanaan
Pembangunan
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

Formuliri.c

TARGET
PROGRAMKEGIATAN OUTCOMEIOUTPUT INDIKATOR e e
2010 2011 2012 2013 2014
7] 7] [E] 4 i) ] 7] ] ]

11. Jumlah laporan evaluasi atas 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pelaksanaan perencanaan pendanaan
pembangunan nasional serta
pengembangannya

12. % ketepatan walktu penyelesaian 100% 100% 100% 100% 100%
laporan koordinasi pengelolaan
perencanaan pendanaan pembangunan
nagional

13. Jumlah laporan koordinasi pengelolaan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
perencanaan pendanaan pembangunan
nasional

14. Jumlah laparan kinerja pelaksanaan 4 laporan 4 laporan
pinjaman can hibah luar negeri

15, Tersusunnya rancangan laporan 100% 100%

kinerja hasil pemantauan pinjaman luar
negeri yang tepat walktu
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

Formuliri.c

PROGRAM/KEGIATAN

OUT COMEOUTPUT

TARGET
INDIKATOR

2010 2011 2012 2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

(2

3 (4 1) L1 7]

Kegiatan

Quiput

Perencanaan pembangunan nasional bidang
alokasi pendanaan pembangunan

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional bidang alokasi
pendanaan pembangunan

1. Jumlah dokumen usulan rancangan 1 dokumen - - -
alokasi pendanaan pembangunan
nasional dalam RPJMMN

2. % rancangan alokasi pendanaan 0% - - -
pembangunan nasional dalam RPJWN
memiliki sasaran dan indikator yang
terukur sesuai kebijakan/pedoman yvang
ditetapkan

3. Jumlah dokumen usulan rancangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
alokasi pendanaan pembangunan
nasional dalam rancangan RKP

1 dokumen

4. % usulan rencana alokasi pendanaan 0% 80% 0% 100%
pembangunan nasional dalam RPN
yang dijabarkan dalam rancangan RKP

100%

5. %rancangan RKP bidang alokasi 30% 0% 100% 100%
pendanaan pembangunan memiliki
sagaran dan indikator yang terukur
sesuai kebijakanipedoman yang
ditetapkan

100%

B. % ketepatan wakiu penyelesaian 100% 100% 100% 100%
rancangan kebijakan alokasi pendanaan
pembangunan nasional (pagu indikatif)

100%

7. % ketepatan waktu penyelesaian 100% 100% 100% 100%
laporan pemantauan (pasca Perpres
rincian APBM) atas pengelolaan alokasi
pendanaan pembangunan nasional

100%

3. Jumlah laporan pemantauan atas 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pengelolaan alokasi pendanaan
pembangunan nasional

1 laporan

9. % ketepatan wakiu penyelesaian 100% 100% 100% 100%
laporan evaluasi atas pengelolaan
alokasi pendanaan pembangunan
nasional

100%

=

Jumnlah laporan evaluasi atas 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pengelolaan alokasi pendanaan
pembangunan nasional

1 laporan

]
Direktorat Alokasi
Pendanaan
Pembangunan
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Formulir1.c
TARGET PEMBANG UNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONMAL/BADAN PERENCANAAN PENMBANGUNAN NASIONAL
Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR e e
2010 2011 2012 2013 2014
i 7] [E] 14 ] ] ) I} i

11. % ketepatan waktu penyelesaian 100% 100% 100% 100% 100%
laporan koordinasi pengelelaan alokasi
pendanaan pembangunan nasional

12. Jumlah laporan koordinasi pengelolaan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
alokasi pendanaan pembangunan
nasional

13. Tersusunnya rancangan rencana 1 dokumen 1 dokumen

penarikan PHLM dalam rangka
penyusunan pagu indikatif RAPBN
yang tepat waktu
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KENMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselen |: Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

Formuliri.c

PROGRAM/KEGIATAN

OUT COME/OUTPUT

TARGET
INDIKATOR
2010 2011 2012 2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

]

]

3 (4 {3 (] [

[E]

[E]

Kegiatan

Quiput

Perencanaan pembangunan nasional bidang
pendanaan luar negeri bilateral

Dokumen rencana pembangunan nasional
bidang pendanaan luar negeri bilateral

1. Tersusunnya naskah rencana 4 dokumen 2 dokumen - 1 dokumen
pendanaan luar negeri bilateral jangka
menengah

1 dokumen

2. % kesesuaian prioritas kerjasama 70% 0% 100% 100%
pendanaan bilateral dengan mitra
pembangunan {donorkreditor) dan
prioritas RPJMMN

100%

3. % kesesuaian kegiatan dalam naskah 30% 35% 35% 95%
rencana pendanaan luar negeri bilateral
jangka menengah dengan Rencana
Pendanaan Jangka Menengah

100%

4. Tersusunnya daftar kegiatan 5 cokumen 4 dokumen 5 dokumen 4 dokumen
pendanaan luar negeri bilateral periode
tahunan

5 dokumen

5. % kesesuaian daftar kegiatan 0% 85% 90% 95%
pendanaan |uar negeri bilateral periode
tahunan dengan Rencana Pendanaan
Tahunan

100%

6. % rencana kegiatan vang mendapatkan 0% 95% 100% 100%
komitmen pendanaan bilateral terhadap
daftar kegiatan vang
disiapkan/diusulkan

100%

7. Tersusunnya rancangan kebijakan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
rencana pendanaan luar negeri bilateral

1 dokumen

8. Tersusunnya laporan pemantauan atas 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pengelolaan rencana pendanaan luar
negeti bilateral

1 laporan

9. Tersusunnya laporan evaluasi atas 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pengelolaan rencanafevaluasi
kebijakan/kajian pendanaan luar negeri
bilateral

1 laporan

10. Tersusunnya laporan koordinasi 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laparan
pengelolaan rencana pendanaan luar
negeri bilateral

1 laporan

Direktorat Pendanaan
Luar Megeri Bilateral
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Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Formulir1.¢

PROGRAMIKEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

INDIKATOR

2010

2011

TARGET

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

(n

[E]

(3

e}

]

6]

[E]

Kegiatan

Qutput

Perencanaan pembangunan nasional bidang

pendanaan luar negeri multilateral

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional bidang pendanaan
luar negeri multilateral

Tersusunnya naskah rancangan
rencana pendanaan luar neger
multilateral jangka menengah

7 dokumen

& dokumen

4 dokumen

5 dokumen

1 dokumen

% kesesuaian prioritas kerjasama
pendanaan multilateral dengan mitra
pembangunan (donorfkreditor) dan
prioritas RPJMN

80%

35%

0%

35%

100%

% kesesuaian kegiatan dalam naskah
rancangan rencana pendanaan luar
negeri multilateral jangka menengah
dengan Rencana Pendanaan Jangka
Menengah

80%

85%

0%

35%

100%

Tersusunnya daftar kegiatan
pendanaan luar negeri multilateral
periode tahunan

& dokumen

& dokumen

& dokumen

3 dokumen

1 dokumen

% kesesuaian daftar kegiatan
pendanaan luar negeri multilateral
periode tahunan dengan Rencana
Pendanaan Tahunan

80%

35%

0%

35%

100%

% rencana kegiatan yang mendapatkan
komitmen pendanaan multilateral
terhadap daftar kegiatan yang
disiapkan/diusulkan

B0%

0%

30%

30%

100%

Tersusunnya rancangan kebijakan
rencana pendanaan luar negeri
multlateral

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

3 dokumen

1 dokumen

Tersusunnya laporan pemantauan atas
pengelolaan rencana pendanaan luar
negeri multilateral

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Tersusunnya laporan ewvaluasi atas
pengelolaan rencanafevaluasi
kebijakanfajian pendanaan luar negeri
multilateral

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

[=3

Tersusunnya laporan koordinasi
pengelolaan rencana pendanaan luar

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

(9
Direkiorat Penclanaan
Luar Meger Multilateral
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TARGET PEMBANG UNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselen |: Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

Fermulir1.¢

TARGET
PROGRAMKEGIATAN OUTCOMEIOUTPUT INDIKATOR s oA
2010 2011 2012 2013 2014
1 7] [E] ] i) i) Il IE] [C]

11, Tersusunnya laporan menghadiri 11 dokumen 11 dokumen 11 dokumen 5 dokumen 1 dokumen
sidang/forum intemasional di dalam dan
luar negeri

12. Tingkat permasalahan dalam 0% 100%

pelaksanaan pinjaman dan hibah luar
neger multilateral yang terkait dengan
pendanaan pembangun an yang
ditindaklanjuti
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KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

TARGET PEMBANG UNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

Formuliri.c

PROGRANM/KEGIATAN

CUTCOMEIOUTPUT

INDIKATOR

2010

2011

TARGET

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

W]

]

3

I

1]

)

]

]

Kegiatan

Output

Perencanaan pembangunan nasional bidang
kerjasama pembangunan internasional

Dokumen rancangan rencana
pembangunan nasional bidang kerjasama
pembangunan internasional

1. Tersusunnya Laporan Kajian
Pelaksanaan Kerjasama [nternasional

1 dokumen

1 dokumen

2. Tersusunnya Laporan Koordinasi
Pelaksanaan Kerjasama
Pembangunan Internasional fglobal,
kawasan, KEET)

1 dokumen

1 dokumen

3. Tersusunnya Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Kerjasama
Pembangunan Internasional {global,
kawasan, K8ST)

1 dokumen

1 dokumen

4. Tersusunnya Laporan Kegiatan
Koordinasi G-20

1 dokumen

1 dokumen

5. Tersusunnya Laporan Kegiatan
Koordinasi KSST

1 dokumen

1 dokumen

6. Terselenggaranya pelatihan tematik
dalam rangka KSST/ Pilating KSET

100%

7. Tersusunnya Laporan Kegiatan
Strengthening Innovative Partnership
for Development Cooperation

1 dokumen

1 dokumen

8. Tersusunnya Laporan Kegiatan
Capacity Development Profect for
South-South and Tranguwlar
Cooperation

1 dokumen

1 dokumen

9. Tersusunnya draft Peraturan Presiden
tentang Pelaksanaan KEST

1 dokumen

10. Tersusunmya laporan menghadiri
sidangforum internasional insiclentil di
dalam dan luar negeri dalam
Kerjasama Pembangunan
Internasional

1 dokumen

1 dokumen

Direktorat Kerjasama
Pembangunan
Internasional
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselen |: Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

Formuliri.c

TARGET
PROGRAN/KEGIATAN OUTCOMEIOUTPUT INDIKATOR cz_mmmmm%__,_wpm_
2010 2011 2012 2013 2014
] [E] i3) i) 5] [G] 6] ) ]
Kegiatan Qutput Direktorat Evaluasi
Evaluasi kinerja pembangunan daserah Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. % kesesuaian monitoring dan evaluasi - - - - 100% Kinetja Pembangunan
kebijakan pembangunan daerah dengan Daerah
rencana pembangunan daerah
2. % hasil evaluasi pembangunan daerah 100% - - - -
terhadap rancangan dokumen lima
tahunan (RP M)
3. % evaluasi pembangunan daerah - 100% 100% 100% 100%
terhadap rancangan dokumen tahunan
(REP)
4. % ketepatan waktu penyelesaian 100% 100% 100% 100% 100%
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
kinetja pembangunan daerah
5 % kesesuaian muatan rekomendasi hasil 100% 100% 100% 100% 100%
pemantauan dan evaluasi tematik
pembangunan daerah dengan rencana
B % ewaluasi kinerja pembangunan daerah 100% 100% 100% 100% 100%
terhadap priofitas pembangunan dalam
RP JMK/REP
7. % daerah yang memiliki dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
petunjul pelaksanaan pedoman evaluasi
kinerja pembangunan daerah
g Jumlah dokumen evaluasi di bidang 33 33 33 33 33
ewaluasi kinerja pembangunan daerah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

tingkat provinsi
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KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL fBADAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon |: Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

PROGRAMKEGIATAN

OUTCOMEIOUTPUT

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

INDIKATOR

TARGET

2010

2011

2012

2013

2014

Formuliri.c

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

0]

[E]

13

1]

2}

]

Kegiatan

Qutput

Perencanaan pembangunan nasional bidang
avaluasi kinerja pembangunan sektoral

Dokumen rancangan rencana pembangunan
nasional bidang evaluasi kinerja
pembangunan sektoral

% hasil evaluasi kinerja pembangunan
sektoral terhadap rancangan dokumen
lima tahunan {RP JWM)

100%

% hasil evaluasi kinerja pembangunan
sektoral terhadap rancangan dokumen
tahunan (RKP)

100%

100%

100%

100%

% pemantauan pelaksanaan kebijakan
prioritas pembangunan sektoral dalam
REP sesual rencana

100%

100%

100%

100%

100%

% hasil evaluasi kinerja pembangunan
sektoral terhadap pelaksanaan kebijakan
prioritas pembangunan dalam
RPJMMREP {evaluasi tematik)

100%

100%

100%

100%

100%

% hasil evaluasi kinerja pembangunan
sektoral pencapaian RPJMN {mickerm
dan final term)

100%

100%

% ketepatan wakiu penyelesaian
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
kinerja pembangunan sektoral

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah dokumen pedoman evaluasi
pembangunan sekioral

2 dokumen

1 dokumen

L]
Direldorat Evaluasi
Kinerja Pembangunan
Seltoral
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KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL IBADAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselen I Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

PROGRANMIKEGIATAN

OUTCOMEOUTPUT

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

TARGET

INDIKATOR
2010

2011

2012

2013

2014

Fermuliri.c

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

[/}

[F]

5] 1]

(1]

]

Kegiatan

Output

Pengembangan kebijakan dalam bidang
sistem dan pelaporan evaluasi kinerja
pembangunan

Kebijakan dalam bidang sistem dan
pelaporan evaluasi kinerja pembangunan

1. % pengembangan sistem evaluasi dan 75%
pelaporan kinerja pembangunan
nasional {pedoman fuklak penyusunan
RPJMN, panduan penyusunan indikator
kinerja pembangunan)

80%

100%

100%

100%

2. % kesesuaian pelaporan pemantauan 100%
kinerja pembangunan dengan
standar/fpedoman yang ditetapkan

100%

100%

100%

100%

3. % koordinasi pengembangan sistem 100%
evaluash dan pelaporan kinerja
pembangunan nasional sesuai rencana

100%

100%

100%

100%

4. % kesesuaian ketepatan indikator kinerja 100%
dalam dokumen perencanaan (RP MK
dan RKP)

100%

100%

100%

100%

6. % ketepatan waktu pelaporan kegiatan 100%
pengembangan kebijakan dalam bidang
sistem dan pelaporan evaluasi kinerja
pembangunan

100%

100%

100%

100%

7. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan 100%
sistem dan pelaporan evaluasi kinerja
pembangunan sesuai dengan rencana

100%

100%

100%

2 dokumen

18]
Direktorat Sistem dan
Pelaporan Evaluasi
Kinerja Pembangunan
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Formuliri.c
TARGET PEMBANGUNMAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL
Unit Kerja Eselen |: Inspektorat Utama
TARGET
PROGRAMKEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR A
2010 2011 202 2013 2014
i1 [E] i3) ] ] ] ] 8 ]
Kegiatan Qutput Inspektorat Bidang
Kegiatan pengawasan o bidang administrasi Laporan hasil pengawasan bidang 1. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan B0% G5 % F0% 75% 0% Administrasi Umum
umum dan keuangan administrasi umum dan keuangan konsultasi
2. Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi - - - - 100%
3. Tersedia danterlaksananya sistem - - - - 100%
pengendalian internal yang efektif
4. % temuan yang ditincaklanjuti - - - - 100%
5. Opini BPK atas LK KL WTP WTP WTP WTP WTP
6. % unit pelayanan publik yang - - - - 100%
menerapkan manajemen pengaduan
vangy efektif
7. Ketepatan wakiu penyelesaian LHP 40% 50% 50% 0% 0%
8 Jumlah dokumen pelaksanaan 17 17 17 17 17
pengawasan di bidang administrasi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
umum
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Unit Kerja Eselon I: Inspektorat Utama

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

Formuliri.c

TARGET
PROGRAMVKEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR e !
2010 2011 212 2013 2014
7] 7] 5] ] ] 7] )] 1) ]
Kegiatan Qutput Inspektorat Bidang
Keoiatan pengawasan di bidang kinerja Laporan hasil pengawasan di bidang kinerja 1. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan 60% 65% 0% 75% 0% Kinetja Kelembagaan
kelembagaan kelembagaan konsultasi
2. % penerapan SAKIP {renstra, penilaian - - - - 100%
kinerja, kontrak kinerja, pengendalian,
il
3. Ketepatan waltu penvelesaian LHP 40% 50% 60% 0% 30%
4. Jumlah dokumen pelaksanaan 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen
pengawasan d bidang kinerja
kelembagaan

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA
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ANAK LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 4 TAHUN 2014

Formulir2
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENC ANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL
ALOKASI (DALAM JUT A RUPIAH)
PROGRAMIKEGIAT AN BASELINE 2009
2010 2011 2012 2013 2014
] F] ] ] 5] 5]

A ALOKASI PROGRAM GENERIK 204.713 306.450 504.917 383.900 395.100 401.300
mwﬂwﬂﬁ%cx%@m: Iarajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainmya 69,704 142 957 241 217 245,000 261,000 %67 000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas 20.309 20063 160.000M 35.000 30.000 30.000
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas 3500 3500 3700 3.800 4.100 4.300
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bappenas 111.200 140014 - - - -

B. ALOKASIPROGRAMTEKNIS 194 547 251833 265.500 292.000 301.000 298.000

PROGRAM PERENC ANAAN PENBANGUNAN NASIONAL
Mﬂﬂ%sj Penyusunan Rencana Pembangunan Masional (RPJPR, RPJVN, 1099 97 959 23000 27 000 20,000 23,000
Kegiatan Pelaksanaan Tugas dar Rekomendasi Kebijakan Pembangunan 03722 53650 £3.000 £4.000 55.000 54.000
Kegiatan Penyusinan Pendanaan Pembangunan Strategis Sektoral, Lintas 998 40754 45,000 52000 54,000 55,000
Sektor, dan Wilayah
Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan GE18 9690 17.600 17.000 19.000 19.000
Masional
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KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)

Formulir 2

PROGRAM/KEGIATAN BASELINE 2009
2010 2011 2012 2013 2014
] i E] ] if) [E]
Kegiatan Evaluasi tethadap Pelaksanaan Rercana Pembangunan Masional 12,675 23063 29.000 32.000 32.000 33.000
xm@_mss Koordinsi Perencanaan Pembangunan, _u%qmjmm:_. Pemanrtauan, 69,246 96 811 98,000 108,000 111.000 114000
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan MNasional
TOTAL SEMUA PROGRAM 359.260 558.283 770417 §75.900 696.100 699.300

*} Termasuk Rp. 115 miliar untuk pembangunan gedung baru Bappenas

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA




